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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan
rahmat-Nya, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar Tahun 2022-2027 dapat disusun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun
2022-2027 ini merupakan pedoman dalam perencanaan Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai
dokumen induk perencanaan tingkat Perangkat Daerah, Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar memuat tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan Perangkat Daerah. Tujuan, strategi dan kebijakan
dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan
Pemerintah Kota Pematang Siantar, Demikian Dokumen Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun dengan
harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan
di Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, sehingga dapat dilaksanakan
secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung
tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027.

Pematang Siantar,

a.n. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
SEKRETARIS DAERAH,

L

Duteten

BUDI UTARI, AP
PEMBINA TK. I
NIP.19750501 199412 1 001




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)

4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
(lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah,
Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renstra PD;

b. penyusunan rancangan Renstra PD;

c. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
d. penetapan Renstra PD.

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman
lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang
menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan

permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber
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pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Disamping itu rencana strategis memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih dan menelaahnya sebagai penjabaran dalam
membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan
berakhirnya masa perencanaan. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen
manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan
program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
dalam lingkup OPD. Keberhasilan wusaha pemerintah daerah untuk
mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah
diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang
tercantum di dalam Renstra yang memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang
dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dilakukan
secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun
2022-2027. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan
rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD
dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

RPIMD (Sth) LPj AN (5th)

Renstra SKPD (5 th)
penganggaran

RKPD (1 th) KUA - PPAS

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

SAKIP

arkan

S

LAKIP [Fab)

dida

didasarkan LKPI [Maret)

LPPD (Maret/Mpril)

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Daerah (KDH) EKPPD/EKPOD (Mel) :

ILPPD (April)

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen RPJMD
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Gambar 1.2. Posisi Renstra dalam Tahapan Penyusunan RPJMD

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang
diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang
berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar ini
menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban
untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan yang telah
disusun. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar ini adalah:

a. Sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga
perencanaannya lebih terarah;

b. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan
yang baik (Good Governance);

c. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;

d. Sebagai bahan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan secara lebih
sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah

mendasar yang dihadapi Kota Pematang Siantar.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang memuat tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang dijadikan

acuan dalam Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar,

antara lain :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 36);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032;
Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang

Siantar.



1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun

2022-2027 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah Kota

Pematang Siantar dalam melaksanakan fungsinya yaitu membantu Kepala

Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif serta

meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
dalam rangka perwujudan good and clean governance.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota

Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah tersusunnya Renstra Sekretariat

Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 sebagai kerangka serta arah

pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi,

Strategi, Kebijakan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban

Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

1.3.3. Sasaran

Sedangkan sasaran dari Kegiatan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk
meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar;

3. Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran
dari RPJMD Kota Pematang Siantar yang sesuai dengan bidang kewenangan
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;

4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu

lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan
Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara
sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan
sistematika penulisan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mengemukakan secara

ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra



BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum,
maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan;
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah;

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan
Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, faktor-
faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis,
dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut;

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran beserta indikator kinerja dari rencana jangka menengah
Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dalam
menjabarkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan
misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,
dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini membahas mengenai penjelasan tentang program-
program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara
bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan



dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD;

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada wali kota, mempunyai tugas
dan kewajiban membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02
Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, Sekretaris Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

o

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi

daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematang
Siantar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dan Staf Ahli Wali Kota
Pematang Siantar, adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
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b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum,
dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh:

1.1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan

otonomi daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Pemerintahan
mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian
Pemerintahan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama

dan otonomi daerah;
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e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama
dan otonomi daerah;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dan
atau bimbingan teknis di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat

mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian
Kesejahteraan Rakyat;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

e. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
sosial, dan kesejahteraan masyarakat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan  daerah, pengkoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,

pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
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pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan

dokumentasi dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian Hukum;
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang perundang-undangan, bantuan hukum,
dan dokumentasi dan informasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam,

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a.

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa;

penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan

sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan
sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Perekonomian dan Sumber

Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam,;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam,;

e. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dan
atau bimbingan teknis di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Administrasi Pembangunan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian

Administrasi Pembangunan;
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penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang penyusunan program, pengendalian
program, dan evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan UKPBJ daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai fungsi:

a.

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa;

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
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pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

f. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi dan/atau
bimbingan teknis di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi,

protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

o

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;

penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara
pada instansi daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

1.1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli

dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian Umum;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan

perlengkapan;
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d. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

1.2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Organisasi, mempunyai

fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian Organisasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi;

d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata
Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

f. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

1.3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
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Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

e. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi lain
dan/atau bimbingan teknis di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi pimpinan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

4. Staf Ahli Wali Kota

Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Wali
Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala

perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan

administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta
monitoring dan evaluasi. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud, menghasilkan
antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Staf Ahli Wali Kota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya dan mewakili Pemerintah
Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional,
nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, staf ahli mempunyai fungsi:

a. pengkajian dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan
sesuai dengan bidang tugasnya;

c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak sesuai dengan

bidang tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan
tugasnya.
Staf Ahli Wali Kota dapat diberikan tugas lain oleh Wali Kota, yang meliputi:
a. melakukan penyeliaan/pendampingan perumusan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya,;
b. melakukan penyeliaan/pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
c. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan
Pemerintah Daerah;
d. mewakili Wali Kota dalam pengendalian disiplin aparatur melalui inspeksi
mendadak (sidak) dan monitoring pelaksanaan apel di Perangkat Daerah;
e. mendampingi dan/atau mewakili Wali Kota dalam membuka acara-acara
kedinasan dan/atau non kedinasan;
f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Wali Kota;
g. mendampingi Sekretaris Daerah dalam forum/gugus kerja yang berkaitan
dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah
berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
2.1.2. Struktur Organisai Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02
Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, susunan organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah, terdiri atas:
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Administrasi Pemerintahan;
1.2. Sub bagian Administrasi Kewilayahan; dan
1.3. Sub bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Bina Mental Spiritual,
1.2. Sub bagian Kesejahteraan Sosial; dan
1.3. Sub bagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Perundang-Undangan;
1.2. Sub bagian Bantuan Hukum; dan

1.3. Sub bagian Dokumentasi dan Informasi.
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c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
1.1. Sub bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
1.2. Sub bagian Perekonomian; dan
1.3. Sub bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Penyusunan Program;
1.2. Sub bagian Pengendalian Program; dan
1.3. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
1.2. Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
1.3. Sub bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
1.2. Sub bagian Keuangan; dan
1.3. Sub bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
1.2. Sub bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
1.3. Sub bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
1.1. Sub bagian Protokol;
1.2. Sub bagian Komunikasi Pimpinan; dan

1.3. Sub bagian Dokumentasi Pimpinan.
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2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance
digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,
transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional,
akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus
menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di
masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi
strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana
suatu daerah akan dibawa.
adalah

mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan

Oleh karena

Pemerintah Daerah implementator kebijakan publik yang

masyarakat. itu, pemerintahan di masa mendatang adalah
pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke
dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi
pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa
diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sumber daya manusia yakni aparatur
sipil negara (ASN) yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
berjumlah sebanyak 199 orang (PNS, CPNS dan Tenaga Honor), sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Berdasarkan Jenis Kelamin

ASN NON ASN
Persentas Persentas Persentase
No Jenis Kelamin Jumlah Persentas | e terhadap Jumlletn | @ rerhadap terhadap
(E— e terhadap | Seluruh (Pegawai) | Non ASN Seluruh
g ASN (%) | Jumlah g %) Jumlah
Pegawai ? Pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Laki-laki 67 52,34 33,66 37 52,11 18,59
2. Perempuan 61 47,65 30,65 34 47,88 17,08
Jumlah 128 71
Jumlah Seluruh
Pegawai (ASN & Non 199
ASN

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar, Maret 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas jika dilihat jumlah pegawai berdasarkan
jenis kelamin di Lingkungan Sekreariat Daerah Kota Pematang Siantar, maka
jumlah ASN yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 104 orang (52,26%) dengan

rincian ASN sebanyaak 67 orang, Non ASN sebanyak 37 orang, sedangkan untuk
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jenis kelamin perempun sendiri sebanyak 95 orang (47,73%) dengan rincian ASN

sebanyak 61 orang dan Non ASN sebanyak 34 orang.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

ASN NON ASN
Persentase Persentase
. Persentase | terhadap Persentase terhadap
No Jenjang Jumlah Jumlah terhadap
| sl — terhadap Seluruh (Pegawai) | Non ASN Seluruh
ASN (%) Jumlah (%) Jumlah
Pegawai ° Pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Perguruan Tinggi
S2 17 13,28 8,54
S1 68 47,65 34,17 12 16,90 6,03
D3 13 10,15 6,53 4 5,63 2,01
2 | Bukan Perguruan Tinggi
SLTA 24 16,75 12,06 52 73,23 26,13
SLTP 3 2,34 1,50 2 2,81 1
SD 3 2,34 1,50 1 1,4 0,5
Jumlah Seluruh
Pegawai (ASN & 199
Non ASN

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar, Maret 2022

tabel tersebut di bahwa latar belakang

Dari atas dapat diketahui
Pendidikan pegawai di Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar didominasi
oleh latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 80 orang dengan rincian ASN
sebanyak 68 orang (47,65%) dan Non ASN sebanyak 12 orang (16,90%). Jumlah
tersebut pada dasarnya belum mencapai 50% dari jumlah total pegawai yang ada
di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. D3 sebanyak 17 orang
dengan rincian ASN sebanyak 13 orang (10,15%) dan Non ASN sebanyak 4
orang (5,63%).
masih sangat terbatas baru sebanyak 17 orang atau 13,28 % dari jumlah ASN

Padahal

Selanjutnya untuk latar belakang pendidikan S2 jumlah ASN

yang ada. keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar tidak lepas dari adanya tingkat ketersedian
sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.
Bahkan untuk Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sendiri

masih banyak pegawai yang belum menamatkan pendidikan dari perguruan
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tinggi, dengan rincian latar belakang pendidikan SLTA terdapat pegawai
sebanyak 76 orang, SLTP sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 4 orang.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Berdasarkan Golongan Ruang

No Golongan/Ruang Jumlah ASN Persentase terhadap
Pegawai ASN

(1) (2) (3) (4)

1 Golongan IV 17 13,28
IV/c 4 3,12
IV/b 7 5,46
IV/a 6 4,68

2 Golongan III 73 57,03
II1/d 29 22,65
II/c 10 7,81
1I/b 16 12,5
I/a 18 14,06

3 Golongan II 32 25
I1/d 19 14,84
II/c 8 6,25
II/b 3 2,34
II/a 2 1,56

4 Golongan I 6 4,68
I/d 1 0,78
I/c S 3,9
I/b
I/a

Jumlah 128

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar, Maret 2022

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah ASN yang telah
memiliki golongan IV sebanyak 17 orang (13, 28 %) dengan rincian : golongan
IV/c sebanyak 4 orang, golongan IV/b sebanyak 7 orang dan golongan IV/a
sebanyak 6 orang. ASN yang memiliki Golongan III sebanyak 73 orang (57,03%)
dengan rincian : golongan III/d sebanyak 29 orang, III/c sebanyak 10 orang,
golongan IlI/b sebanyak 16 orang dan golongan IlI/a sebanyak 18 orang. ASN
yang memiliki Golongan II sebanyak 32 orang (25,%) dengan rincian : golongan
II/d sebanyak 19 orang, II/c sebanyak 8 orang, golongan II/b sebanyak 3 orang
dan golongan II/a sebanyak 2 orang. ASN yang memiliki Golongan I sebanyak 6

orang (4,68%) dengan rincian : golongan I/d sebanyak 1 orang, I/c sebanyak 5

orang.
Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Persentase terhadap
Pegawai ASN
(1) (2) (3) (4)
1 Eselon Il a 1 0,78%
2 EselonIl b 6 4.68%
3 Eselon III a 9 7,03%
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4 | EselonlIllb
5 Eselon IV a 2 1,56%
6 |EselonIVb
7 | Jabatan Fungsional 25 19,53%
Tertentu
8 | Jabatan Fungsional Umum 85 66,40%
Jumlah 128

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar, Maret 2022

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari sebanyak 128
jumlah ASN yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 7 orang dengan rincian eselon II a
sebanyak 1 orang (0,78%), eselon II b sebanyak 6 orang (4,68%), eselon III a
sebanyak 9 orang (7,03%), Eselon IV a sebanyak 2 orang (1,56%), jabatan
fungsional tertentu sebanyak 25 orang (19,53%) dan jabatan fungsional umum
sebanyak 85 orang (66,40%).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Sarana
dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi
pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian
Umum. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan
prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar akan semakin berjalan lancar,
tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana pada

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
No. Sarana dan Prasarana Jumlah | Satuan Unit Kerja Bagian
(1) (2) (3) (4) (5)

1 | Kendaraan Roda 4 1 unit Pemerintahan

2 | Kendaraan Roda 2 3 unit Pemerintahan

3 | GPS 1 unit Pemerintahan

4 | Mesin Ketik manual Portable 1 unit Pemerintahan

S | Mesin Hitung Elektronik 1 unit Pemerintahan

6 | Lemari Besi 1 unit Pemerintahan

7 | Filling Cabinet Besi 7 unit Pemerintahan

8 | White Board 1 unit Pemerintahan

9 | Alat Penghancur Kertas 1 unit Pemerintahan
10 | Meja Kerja Kayu 12 unit Pemerintahan
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11 | Kursi Besi/Metal 1 unit Pemerintahan

12 | Meja 1/2 Biro 3 unit Pemerintahan

13 | Kursi Tamu 1 unit Pemerintahan

14 | Kursi Putar 3 unit Pemerintahan

15 | Kursi Lipat 20 unit Pemerintahan

16 | AC 1 unit Pemerintahan

17 | Exhause Pan 1 unit Pemerintahan

18 | TV S unit Pemerintahan

19 | Loudspkear 1 unit Pemerintahan
20 | UPS 5 unit Pemerintahan
21 | Dispenser 2 unit Pemerintahan
22 | Layar Film/ Projector 1 unit Pemerintahan
23 | Head Set 4 unit Pemerintahan
24 | PC unit 6 unit Pemerintahan
25 | Lap Top 9 unit Pemerintahan
26 | Scanner 1 unit Pemerintahan
27 | Printer 8 unit Pemerintahan
28 | Keyboard 4 unit Pemerintahan
29 | Blue Print (Peta) 2 unit Pemerintahan

1 | Sepeda Motor 3 unit Perekonomian & SDA
2 | Mesin Tik 1 unit Perekonomian & SDA
3 | Filling Kabinet 6 unit Perekonomian & SDA
4 | Kursi Putar 9 unit Perekonomian & SDA
S | Kursi Lipat 30 unit Perekonomian & SDA
6 | Komputer 4 unit Perekonomian & SDA
7 | Laptop 9 unit Perekonomian & SDA
8 | Printer 7 unit Perekonomian & SDA
9 | Meja 1 Biro 1 unit Perekonomian & SDA
10 | Lemari Arsip Besi 1 unit Perekonomian & SDA
11 | Lemari Arsip 3 Pintu kayu 1 unit Perekonomian & SDA
12 | Meja Y2 Biro 12 unit Perekonomian & SDA
13 | Kursi tamu 2 unit Perekonomian & SDA
14 | Mobil dinas 1 unit Perekonomian & SDA
15 | Televisi 2 unit Perekonomian & SDA
16 | Air Conditioner ( AC) 2 unit Perekonomian & SDA
17 | Kipas angin 2 unit Perekonomian & SDA
18 | White board 1 unit Perekonomian & SDA
19 | Parabola 2 unit Perekonomian & SDA
20 | Meja rapat 1 unit Perekonomian & SDA
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21 | Kamera digital 1 unit Perekonomian & SDA
22 | Infocus dan layar 1 unit Perekonomian & SDA
23 | Sound sistem 1 unit Perekonomian & SDA
24 | Receiver 1 unit Perekonomian & SDA
1 | Mobil Minibus (Honda BRV- 1 unit Organisasi
1.5)
o | Sepeda Motor (Yamaha 1 unit Organisasi
Jupiter-Z)
3 | Sepeda Motor (Honda Vario) 2 unit Organisasi
4 | Filling Besi/Metal (Lion) 2 unit Organisasi
5 Fllllng Besi/Metal (Unital 4 unit Organisasi
Premium)
6 Fllllng Besi/Metal (Unital 9 unit Organisasi
Premium)
7 | Lemari Kayu 2 Pintu (Local) 2 unit Organisasi
8 | Lemari Kayu 3 Pintu (Local) 2 unit Organisasi
9 | Lemari Kayu 2 Pintu (Minotty) 1 unit Organisasi
10 | Meja Kayu 1 Biro (Local) 1 unit Organisasi
11 | Meja Kayu 1 Biro (Minotty) 1 unit Organisasi
12 | Kursi Tamu (Local) 1 unit Organisasi
13 | Kursi Putar Hitam (Local) 2 unit Organisasi
14 | Kursi Putar Coklat (Local) 2 unit Organisasi
15 | Kursi Putar Hitam (Belgio) 2 unit Organisasi
16 | Kursi Putar Hitam (Fabrique) 4 unit Organisasi
17 | Kursi Besi/Metal (Fabrique) 18 unit Organisasi
18 | Meja 2 Biro (Local) 6 unit Organisasi
19 | Kipas Angin (Corona) unit Organisasi
20 | Televisi (Samsung) 1 unit Organisasi
21 | Alat Rumah Tangga Lain-lain . o
(Parabola & Receiver) 1 unit Organisasi
29 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 unit Oroanisasi
(Sirene) &
23 | P.C. Unit (HP Paviliun) 1 unit Organisasi
24 | Lap Top (Local) 2 unit Organisasi
25 | Lap Top (HP Paviliun) 2 unit Organisasi
26 | Lap Top (Acer) 3 unit Organisasi
27 | Lap Top (HP Paviliun) 2 unit Organisasi
28 | Lap Top (Lenovo) 2 unit Organisasi
29 | Lap Top (Asus) 2 unit Organisasi
30 | Printer (HP Deskjet) 2 unit Organisasi
31 | Printer (Epson) 3 unit Organisasi
32 | Peralatan Studio Visual Lain- 1 unit Oreanisasi
lain (TV LED) g
33 | Alat Perekam /Recorder (Sony) 1 unit Organisasi
34 | Mesin Ketik Manual unit Oroanisasi
Longewagen (Olympia) &
35 | Tablet Android (Samsung) 2 unit Organisasi
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36 | Tablet Android (Local) 2 unit Organisasi
37 | Buku Umum Lain-lain 242 buah Organisasi
38 | Buku Umum Lain-lain 47 buah Organisasi
39 | Mesin Absensi 4 unit Organisasi
40 | AC 4 unit Organisasi

1 | Stationary generating set 1 unit Adm. Pembangunan
2 | Minibus 2 unit Adm. Pembangunan
3 | Sepeda motor S unit Adm. Pembangunan
4 | Mesin ketik manual standard 1 unit Adm. Pembangunan
5 | Mesin fotokopi 1 unit Adm. Pembangunan
6 | Lemari besi/metal 1 unit Adm. Pembangunan
7 | Lemari kayu 2 unit Adm. Pembangunan
8 | Rak besi/metal 13 unit Adm. Pembangunan
9 | Filing Cabinet Besi 7 unit Adm. Pembangunan
10 | Brand Kas 2 unit Adm. Pembangunan
11 | Lemari kaca 2 unit Adm. Pembangunan
12 | Alat penghancur kertas 1 unit Adm. Pembangunan
13 | LCD Projector/Infocus 1 unit Adm. Pembangunan
14 | Kursi Rapat 15 unit Adm. Pembangunan
15 | Meja kerja kayu 17 unit Adm. Pembangunan
16 | Meja Y2 Biro 1 unit Adm. Pembangunan
17 | Kursi putar 26 unit Adm. Pembangunan
18 | Meja komputer 8 unit Adm. Pembangunan
19 | Sofa 2 unit Adm. Pembangunan
20 | AC 4 unit Adm. Pembangunan
21 | Kipas angin 3 unit Adm. Pembangunan
22 | TV 3 unit Adm. Pembangunan
23 | Sound system 2 unit Adm. Pembangunan
24 | Dispenser 2 unit Adm. Pembangunan
25 | PC unit 5 unit Adm. Pembangunan
26 | Laptop 12 unit Adm. Pembangunan
27 | Note Book 1 unit Adm. Pembangunan
28 | Printer 7 unit Adm. Pembangunan
29 | Camera Video 1 unit Adm. Pembangunan
30 | Peralatan studio audio lainnya 1 unit Adm. Pembangunan
1 | Kendaraan roda empat 1 buah Kesra

2 | Kendaraan Roda dua 3 buah Kesra

3 | Komputer 2 unit Kesra

4 | Laptop 8 unit Kesra

S | Printer 4 unit Kesra

6 | Rak kayu 3 buah Kesra

7 | Lemari kaca 2 buah Kesra
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Filling Cabinet 2 buah Kesra

Meja Y2 Biro 5 buah Kesra
10 | Meja Kerja 1 Biro 3 buah Kesra
11 | Meja Komputer 2 buah Kesra
12 | Meja kayu 1 buah Kesra
13 | Kursi putar 6 buah Kesra
14 | Kursi tamu 1 set Kesra
15 | AC Split 2 buah Kesra
16 | Lemari Kayu Fine wood 3 Pintu 3 unit Kesra
17 | Pompa lainnya (dst) 3 unit Umum
18 | Sedan 2 unit Umum
19 | Statsion wagon 1 unit Umum
20 e beme e 4 2 | un | vmm
21 | Sepeda motor 8 unit Umum
22 | Perkakas konstruksi logam .

erpasang pada pondasi lainnya 2 unit Umum
23 | Scanner (universal tester) 3 unit Umum
24 | Lemari kayu 4 unit Umum
25 | Rak besi 1 unit Umum
26 | Rak kayu 1 unit Umum
27 | Filing cabinet besi 7 unit Umum
28 | White board 1 unit Umum
29 | Alat penghancur kertas 2 unit Umum
30 | Papan nama instansi 1 unit Umum
31 | Meja kerja kayu 8 buah Umum
32 | Meja rapat 4 buah Umum
33 | Tempat tidur besi 1 buah Umum
34 | Meja podium 1 buah Umum
35 | Meja % biro S buah Umum
36 | Meja makan besi 1 buah Umum
37 | Kursi rapat 3 buah Umum
38 | Kursi tamu 1 buah Umum
39 | Kursi putar 9 buah Umum
40 | Kursi lipat 2 buah Umum
41 | Sofa 7 buah Umum
42 | Meubeleur lainnya 1 unit Umum
43 | Jam mekanis 1 unit Umum
| penginag desor s [t | Umum
45 | Mesin cuci 1 unit Umum
46 | Lemari es 3 unit Umum
47 | A.C. Window 2 unit Umum
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48 | A.C. Split 15 unit Umum
49 | Kipas angin 3 unit Umum
50 | Kompor gas (Alat Dapur) 1 unit Umum
51 | Rice Cooker (Alat Dapur) 1 unit Umum
52 | Alat dapur lainnya 1 unit Umum
53 | Televise 8 unit Umum
54 | Loudspeaker 6 unit Umum
S5 | Sound system 6 unit Umum
56 | Microphone 10 unit Umum
57 | Camera video 1 unit Umum
58 | Tiang bendera 1 unit Umum
59 | Pataka 1 unit Umum
60 | Tangga aluminium 1 unit Umum
61 | Dispenser 2 unit Umum
62 | Mimbar/ podium 2 unit Umum
63 | Karpet 6 unit Umum
64 | Gordyin/kray 1 unit Umum
65 | Alat rumah tangga lain-lain 7 unit Umum
66 | Meja 1'<erJa r'nenterl/ gubernur/ 1 unit Umum

bupati/ walikota
67 | Kursi kerja pejabat eselon I/

Wakil Gubernur/ Wakil 1 unit Umum

Gubernur/  Wakil Bupati/

Wakil Wallikota
68 | Lemari Buku pejabat eselon I/

Wakil Gubernur/ Wakil 3 unit Umum

Gubernur/  Wakil Bupati/

Wakil Wallikota
69 | Lemari Buku Arsip Untuk 1 unit Umum

Arsip Dinamis
70 | Buffet kayu 1 unit Umum
71 | Buffet kaca 1 unit Umum
72 | Audio amplifier 1 unit Umum
73 | Microphone/ wireless MIC 1 unit Umum
74 | Power supply microphone 1 unit Umum
75 | Uninterruptible Power Supply 1 unit Umum

(UPS)
76 Efsrglatan studio audio lainnya 4 unit Umum
77 | Camera elektronic 1 unit Umum
78 | Layar film/ Projector 2 unit Umum
79 | Pesawat telephone 1 unit Umum
80 | Telephone mobile 1 unit Umum
81 | Facsimile 2 unit Umum
82 Algt komunikasi telephone 4 unit Umum

lainnya (dst)
83 | Peralatan antenna shf/ .

1 unit Umum

parabola lainnya (dst)
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84 | Stabilizer 1 unit Umum
85 | Alat laboratorium makanan 1 .
. unit Umum
lainnya (dst)
86 | Distilling apparatus 1 unit Umum
87 | Bendera merah putih 1 unit Umum
88 | Recorder display lainnya (dst) 3 unit Umum
89 | P.C. Unit 13 unit Umum
90 | Laptop 11 unit Umum
91 | Personel Komputer lainnya 1 unit Umum
9o | Printer  (Peralatan Personel 3 unit Umum
Komputer)
1 | Bracket standing peralatan 3 unit Pengadaa\?alsazrang dan
2 | Router 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
3 | Stabilizer 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
4 | switch 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
5 | Uninterruptible Power Supply 1 unit Pengadaan barang dan
(UPS) Jasa
6 | White board 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
7 | Papan nama instansi 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
8 | Meja kerja kayu 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
9 | PC unit o unit Pengadaan barang dan
Jasa
10 | Laptop 7 unit Pengadaan barang dan
Jasa
11 | Hard disk seagate 3 unit Pengadaan barang dan
Jasa
12 | Hard disk wd blue 1 unit Pengadaan barang dan
Jasa
13 | AC 4 unit Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
14 . . Protokol dan
Clip on microphone 1 set Komunikasi Pimpinan
15 Filling Kabinet 9 unit Prqtokgl glan.
Komunikasi Pimpinan
16 | Harddisk Eksternal 16 unit Pr(?tokgl Qan'
Komunikasi Pimpinan
17 | Kamera Foto /Video 10 unit Prqtokgl c'lan'
Komunikasi Pimpinan
18 | Kamera Video 2 unit Pr(?tokgl Qan.
Komunikasi Pimpinan
19 | Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit Pr(?tokgl Qan.
Komunikasi Pimpinan
20 | Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit Prqtokgl c'lan'
Komunikasi Pimpinan
21 Komputer PC 8 unit Prqtokgl c.lan.
Komunikasi Pimpinan
29 . . . . Protokol dan
Kursi Kerja Kepala Bagian 1 unit Komunikasi Pimpinan
29 . . . Protokol dan
Kursi Kerja Subbag/Staf 14 unit Komunikasi Pimpinan
23 | Lampu Kamera 8 unit Protokol dan

31



Komunikasi Pimpinan

24

Protokol dan

Laptop 6 unit Komunikasi Pimpinan
25 | Lemari Arsip 2 Pintu 2 unit Prqtokgl <‘ian'
Komunikasi Pimpinan
26 | Lemari Arsip 4 Pintu 3 unit Prqtokgl ('ian.
Komunikasi Pimpinan
27 | Lemari Arsip Gantung 4 Pintu 2 unit Pr(?tokgl c'lan.
Komunikasi Pimpinan
28 | Lemari Buffet 1 unit Pr(?tokgl c‘lan'
Komunikasi Pimpinan
29 . . Protokol dan
Lemari Kayu 1 unit Komunikasi Pimpinan
30 | Lensa Kamera 6 unit Pr(?tokgl c'lan.
Komunikasi Pimpinan
31 . . . . Protokol dan
Meja Kerja Kepala Bagian 1 unit Komunikasi Pimpinan
32 . . . Protokol dan
Meja Kerja Subbag/Staf 14 unit Komunikasi Pimpinan
33 | Mesin Tik 1 unit Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
34 Monopod Kamera 1 unit Pr(?tokgl c‘lan'
Komunikasi Pimpinan
35 Penghancur Kertas 1 unit Prqtokgl <‘ian'
Komunikasi Pimpinan
36 | Portable Audio Sistem 1 set Prqtokgl <'ian.
Komunikasi Pimpinan
37 | Printer 6 unit Pr(?tokgl c‘lan'
Komunikasi Pimpinan
38 Protokol dan
Proyektor + Layar 1 set Komunikasi Pimpinan
39 | Remote Control Drone 2 set Prqtokgl <'ian.
Komunikasi Pimpinan
40 Protokol dan
Sofa 2 set Komunikasi Pimpinan
41 Tripod Kamera 3 unit Prqtokgl <‘ian'
Komunikasi Pimpinan
42 " . Protokol dan
V43 2 unit Komunikasi Pimpinan
43 | AC 4 unit Protokol dan
Komunikasi Pimpinan
1 | Mobil Dinas 1 unit Hukum
2 | Sepeda motor 3 unit Hukum
3 | Mesin Tik 2 unit Hukum
4 | Meja 1/2 Biro 6 unit Hukum
S | Meja kerja kayu 6 unit Hukum
6 | Meja Rapat 1 unit Hukum
7 | Filling Besi/Metal 8 unit Hukum
8 | Lemari Kayu 6 unit Hukum
9 | Rak Kayu 2 unit Hukum
10 | Sofa Tamu 1 unit Hukum
11 | Kursi Putar Sedang 8 unit Hukum
12 | Kursi Putar Besar 2 unit Hukum
13 | Kursi Lipat 3 unit Hukum
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14 | Handy Cam 1 unit Hukum
15 | PC Unit S unit Hukum
16 | Laptop 13 unit Hukum
17 | Printer 11 unit Hukum
18 | Stabilizer/UPS 1 unit Hukum
19 | Scanner 2 unit Hukum
20 | Proyektor 2 unit Hukum
21 | Alat Perekam 1 unit Hukum
22 | TV 2 unit Hukum
23 | Kursi Rapat 15 unit Hukum
24 | Sound System 1 unit Hukum
25 | Hard Disk 3 unit Hukum
26 | Camera Video 1 unit Hukum
27 | Dispenser 2 unit Hukum
28 | Antena 1 unit Hukum
29 | Telephon Mobile (Tab) 2 buah Hukum

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar, Maret 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai unsur staf dari Wali
Kota Pematang Siantar memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan yang baik
kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur
yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan. Tinjauan terhadap kinerja
pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar periode jangka menengah
berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 menurut indikator kinerja pelayanan
SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat berdasarkan sasaran/target
kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar selama

periode 2017-2021 pada tabel berikut :
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Tabel T-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Pematang Siantar

No. Indikator Kinerja Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan Thn. 1 Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5 Thn. 1 Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5 Thn. 1 Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5
Fungsi (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)
(1) @) &) “4) (5) (6) (7 (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1. Indeks Reformasi C
Birokrasi C C C B B n/a n/a n/a C (40,47) (42,39) n/a n/a n/a - -
2. Nilai Laporan belum
Peny el,e nggaraan memuaskan | memuaskan | memuaskan | memuaskan sangat tinggi tinggi s:fmga.t rilis be.l 1:1m 100% 100% 100% - -
Pemerintahan Daerah memuaskan tinggi rilis
(LPPD)
3. Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja C 0 B _ _
Instansi cc C B B B C C C C (40,14) (40,57) n/a 100%
Pemerintahan (SAKIP)
4. | Indeks Kepuasan C B o 0 0
Masyarakat 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 C (72,12) n/a n/a (73,36) (81,81) 100% n/a n/a 100% 100%
S. Persentase
Pelaksanaan e- 80,00 80,00 80,00 80,00 85,00 n/a 92,00 88,00 29,00 11,00 n/a 100% 100% 36,25% | 12,94%
Procurement
6. Persentase OPD yang
memliki SOP 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 n/a 84,85 81,82 n/a 51,52 n/a 100% 100% n/a 64,4%
Pelayanan Publik
7. Persentase Kepatuhan
Pelaksanaan Undang- 0 70,00 80,00 80,00 85,00 n/a 58,39 76,42 76,42 83,70 n/a 83,41% | 95,52% | 95,52% | 98.47%
Undang Pelayanan
Publik
8. Persentase Ruangan
Kantor ~ Kelurahan/ 70 75,00 80,00 85,00 90,00 n/a 90,57 94,34 71,70 49,06 n/a 100% 100% | 84.35% | 54.51%
Kecamatan yang
memadai (%)
9. Jumlah Sosialisasi o 0 0 0
Produk Hukum 3 3 3 3 3 n/a 2 3 1 3 n/a 66.6% 100% 33.3% 100%
10. | Jumlah  Penerbitan 30 30 30 30 30 n/a 1298 715 684 778 n/a 100% | 100% | 100% | 100%
Produk Hukum
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Berdasarkan Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar periode tahun 2017-2021 di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator
Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP), Persentase Pelaksanaan e- Procurement, Persentase OPD
yang memliki SOP Pelayanan Publik, Persentase Ruangan Kantor
Kelurahan/Kecamatan yang memadai, dan Jumlah Sosialisasi Produk Hukum
belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk 6 (enam)
indikator di atas dapat dikatakan belum berhasil atau belum dapat melampaui
batas interpretasi. Adapun ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh setiap
unit kerja bagian masih menganggap pelaksanaan keenam indikator tersebut di
atas merupakan sesuatu yang baru dan belum di dukung oleh adanya regulasi
yang mengatur agar setiap perangkat daerah mencapai target yang telah
ditetapkan. Dalam penilaian indikator lain seperti : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase
Kepatuhan Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Jumlah
Penerbitan Produk Hukum dapat melampaui dari target indikator yang telah
ditetapkan atau melampaui batas interpretasi yang telah ditetapkan. Khusus
untuk Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat
kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar meraih nilai sangat
tinggi. Selain itu untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Kepatuhan
Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Kota Pematang Siantar termasuk
dalam kategori sedang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Untuk penerbitan
jumlah produk hukum sendiri terdapat realisasi penerbitan produk hukum yang
sangat signifikan dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan
agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Kerja Perangkat Daerah
memiliki dasar hukum dan petunjuk teknis yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar untuk 4 (empat) indikator di atas dapat
dikategorikan berhasil. Keberhasilan dari keempat indikator tersebut tidak lepas
dari adanya regulasi yang mengatur dalam pelaksanaannya, bersinggungan
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang dinilai oleh pemerintah
atasan dan instansi terkait serta didukung oleh adanya komitmen yang kuat dari
pimpinan dalam mencapai target indikator pelayanan yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya beberapa indikator yang belum mencapai
target dari indikator yang telah ditetapkan, kedepannya Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar perlu meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target yang

akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun mendatang. Hal tersebut
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penting dalam mewujudkan peningkatan dukungan Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik
untuk mendukung Visi Wali Kota Pematang Siantar “Terwujudnya Kota Pematang
Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”.
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, sumber daya keuangan merupakan
salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia.
Selama kurun waktu tahun 2017-2021 total jumlah anggaran keuangan
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar untuk belanja sebesar Rp.
221.069.323.989,17 dan total realisasi anggaran belanja tersebut sebesar Rp.
201.740.628.073,33 atau total rata-rata realisasi anggaran setiap tahun dalam
kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebesar Rp. 40.348.125.614,67. Untuk
lebih jelasnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel Tabel T-C.24 di

bawah ini.
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Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2020

Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Anggaran pada tahun ke- Pertumbuhan
(%) (%)
Uraian
Thn.1 Thn.2 Thn.3 Thn.4 Thn.1 Thn.2 Thn.3 Thn.4 Thn.1 Thn.2 | Thn.3 | Thn.4
Anggaran Realisasi
(2017) (2018) (2019) (2020) (2017) (2018) (2019) (2020) (2017) | (2018) | (2019) | (2020)
(1) 2) 3) 4) (5) (7) (8) 9) (10) (12) (13) (14) (15) (17) (18)

BELANJA 55.410.407.164,31 | 41.198.924.604,21 | 46.605.331.223,65 | 31.222.783.479,00 | 49.530.171.041,00 | 38.445.172.039,00 | 41.247.772.074,33 | 30.594.277.831,00 | 89,39 | 93,32 | 88,50 | 97,99 | -15,18% -13,64
BELANJA TIDAK
e 14.284.590.907,00 | 15.679.471.808,00 | 14.607.288.731,00 | 11.448.189.215,00 | 13.636.771.728,00 | 15.321.033.579,00 | 12.963.752.205,00 | 11.257.606.965,00 | 95,46 | 97,71 | 88,75 | 98,34 -6,23 -6,24
Belanja Pegawai 14.284.590.907,00 15.679.471.808,00 14.607.288.731,00 11.448.189.215,00 13.636.771.728,00 15.321.033.579,00 12.963.752.205,00 11.257.606.965,00 | 95,46 | 97,71 | 88,75 | 98,34 -6,23 -6,24
BELANJA LANGSUNG 41.125.816.257,31 | 25.519.452.796,21 | 31.998.042.492,65 | 19.774.594.264,00 | 35.893.399.313,00 | 23.124.138.460,00 | 28.284.019.869,33 | 19.336.670.866,00 | 87,28 | 90,61 | 88,39 | 97,79 -16,92 -14,97
Program Pelayanan
administrasi 12.123.459.546,31 11.688.835.478,21 15.528.215.352,65 9.533.393.719,00 10.308.633.194,00 11.027.499.823,00 14.163.607.060,00 9.323.468.077 85,03 | 94,34 91,21 | 97,80 3,11 2,83
perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana 17.424.244.000,00 2.692.100.000,00 3.469.312.710,00 934.940.000,00 15.742.458.390 1.967.322.263,00 3.060.138.635,33 934.475.000,00 90,35 | 73,08 88,21 | 99,95 42,91 49,18
Aparatur
gi‘;’érl‘;";"ag:‘:t‘ﬁfata“ 481.257.210,00 266.347.500,00 299.755.015,00 62.780.000 367.245.500,00 245.798.500,00 275.919.295,00 62.520.000 76,31 | 92,28 92,05 | 99,59 -37,06 -32,72
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 487.600.000,00 1.162.140.400,00 1.133.051.430,00 258.152.309 486.452.080,00 1.027.160.676,00 896.372.130,00 243.751.500 99,76 | 88,39 79,11 | 94,42 19,54 27,94
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan sistem 148.846.600,00 300.527.500,00 125.160.600,00 516.492.555 140.216.809,00 244.000.245,00 117.340.600,00 505.569.175 9420 | 81,19 93,75 | 97,89 99,39 106,57
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Pembinaan dan 140.817.779,00 150.672.500,00 179.429.280,00 253.255.757 83.101.000,00 148.718.900,00 156.994.650,00 239.775.842 59,01 | 98,70 87,50 | 94,68 22,28 100,14
Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang 47.986.050,00 47.441.300,00 44.610.093,00 86.564.623 43.506.900,00 45.310.300,00 38.344.606,00 81.339.101 90,67 | 95,51 85,96 | 93,96 28,98 27,89
Pertambangan
Program Pengembangan 64.569.400,00 60.738.600,00 45.294.600,00 44.060.700,00 43.451.945,00 33.256.600,00 68,24 | 71,54 73,42 -15,68 12,42
Data Informasi
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi 469.800.000,00 971.557.924,00 1.259.500.590,00 1.382.502.300 396.974.000,00 882.094.100,00 1.139.904.000,00 1.368.296.700 84,50 | 90,79 90,50 | 98,97 48,74 57,16%
dan Media Massa
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan 98.651.000,00 53.321.300,00 114.837.051,00 70.830.253 90.101.300,00 52.457.650,00 88.788.641,00 70.260.125 91,33 | 98,38 77,32 | 99,20 10,37 2,20
(pertanian /perkebunan)
Program Peningkatan
Edaya“a“ kedinasan 3.360.869.600,00 3.226.164.750,00 4.198.739.860 2.808.487.224 2.675.584.218,00 3.064.324.813,00 3.711.742.157,00 2.784.881.953 79,61 | 94,98 88,40 | 99,16 -2,32 3,56

epala daerah/ wakil
kepala daerah
Program fasilitasi
peningkatan SDM 146.677.880,00 93.095.440,00 103.463.750,00 63.871.686,00 70,54 68,61
bidang komunikasi dan
informasi
Program Pengembangan 2.135.868.730,00 2.134.670.380,00 1.851.089.013,00 1.205.307.669 2.007.724.214,00 1.817.350.590,00 1.594.733.367,00 1.146.545.934 94,00 | 85,13 86,15 | 95,12 -16,08 -16,61
Wawasan kebangsaan
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Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan

639.668.200,00

9.500.000

592.028.000,00

9.500.000

92,55

100,00

Program Peningkatan
dan Pengembangan
pengelolahan keuangan
daerah

1.028.854.145,00

932.894.000,00

1.076.232.123,00

351.777.489

835.074.200,00

863.392.102,00

1.010.805.803,00

347.200.500

81,17

92,55

93,92

98,70

-40,81

-15,06

Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa

136.178.200,00

188.125.200,00

469.096.300,00

191.350.425

116.899.500,00

178.011.665,00

388.628.299,00

183.842.950

85,84

94,62

82,85

96,08

42,76

39,30

Program Peningkatan
Pemasaran hasil
produksi pertanian /
perkebunan

110.511.400,00

188.491.100,00

166.401.452,00

109.881.500,00

177.425.100,00

163.041.975,00

99,43

94,13

97,98

29,42

26,68

Program penguatan
Kelembangaan
Komunikasi, informasi
dan Hubungan antar
daerah

173.632.767,00

99.944.164,00

27.729.919,00

126.255.800,00

58.536.250,00

20.271.100,00

72,71

58,57

73,10

-57,35

-59,50

Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan

29.857.650,00

125.952.600,00

31.660.093,00

33.006.643

28.755.000,00

123.112.600,00

27.902.275,00

27.805.925

96,31

97,75

88,13

84,24

83,74

83,48

Program perencanaan
pembangunan daerah

24.562.000,00

21.362.500,00

86,97

Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

88.280.350,00

92.628.600,00

100.911.886,00

78.936.117

76.977.600,00

77.160.100,00

88.935.277,00

60.354.876

87,20

83,30

88,13

76,46

-2,63

-5,54

Program optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

565.950.000,00

380.045.600,00

451.145.826,00

853.079.885

506.572.050,00

366.000.750

425.554.313,00

842.480.784

89,51

96,30

94,33

98,76

24,98

28,83

Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan

1.197.673.750,00

756.853.900,00

967.423.859,00

400.930.450

990.071.108,00

715.010.088

755.607.400,00

379.075.137

82,67

94,47

78,11

94,55

-22,51

-23,97

Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

365.350.000,00

62.260.000,00

17,04

Program Dukungan
Kelancaran Pemilu

151.624.348

145.607.600

96,03

Program Penguatan
Kapasitas Masyarakat
dan Pemerintah Daerah

11.285.330

10.937.039

96,91

Program Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan sistem dan
Prosedur Pengawasan

106.181.145

100.448.225

94,60

Program Pembinaan
Pengendalian
Pembangunan Daerah

474.216.023

468.534.423

98,80

Sumber : LKPJ Kota Pematang Siantar Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tabel T-C.24.

Kota Pematang Siantar Tahun 2021

Rasio antara
Realisasi Anggaran pada Realisasi dan Rata-rata
FO I e R e Lo tahun ke- Anggaran pada Pertumbuhan
Uraian tahun ke-
Thn.5 Thn.5 Thn.5
Anggaran | Realisasi
(2021) (2021) (2021)
(1) @) (©) “4) ) (6)
BELANJA DAERAH 46.631.877.518,00 41.923.235.088,00 89,90%
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 32.747.864.288,00 29.040.290.839,00 88,68%
Kabupaten/Kota
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 357.863.104,00 335.966.352,00 93,88%
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 66.619.290,00 65.728.205,00 98,66%
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat 92.79%
Daerah 291.243.814,00 270.238.147,00 7o
Administrasi Keuangan 12.635.541.971,00 12.401.283.125,00 98,15%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan 08 55%
Tunjangan ASN 11.755.274.069,00 11.585.150.167,00 o070
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi 880.267.902,00 816.132.958,00 92,71%
Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian o
Perangkat Daerah 276.264.790,00 261.139.400,00 94,53%
Sosialisasi Peraturan 06.25%
Perundang-Undangan 244.613.790,00 235.435.000,00 a0
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 31.651.000,00 25.704.400,00 81,21%
Perundang-Undangan
Administrasi Umum 8.063.649.148,00 6.628.936.918,00 82,21%
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
instalasi Listrik /Penerangan 336.606.950,00 322.718.850,00 95,87%
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
169.999.639,00 133.205.850,00 78,36%
Perlengkapan Kantor
onyeciaan Peralatan Rumat 297.596.704,00 179.020.325,00 | 60,16%
angga
Penyediaan Bahan Logistik 2.248.356.720,00 2.171.779.000,00 |  96,59%
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan 393.289.135,00 342.121.250,00 86,99%
dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00%
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 4.600.300.000,00 3.462.591.643,00 75,27%
SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 669.544.600,00 511.749.600,00 76,43%
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan 232.044.600,00 217.849.600,00 |  93,88%
Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor 437.500.000,00 293.900.000,00 67,18%
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 4.841.121.530,00 4.315.271.441,00 89,14%
Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya 1.006.140.530,00 975.562.441,00 96,96%
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan
1.079.300.000,00 726.795.000,00 67,34%
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan 2.755.681.000,00 2.612.914.000,00 |  94,82%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 2.426.380.000,00 1.424.722.260,00 58,72%
Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.026.380.000,00

849.002.760,00

82,72%

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

1.400.000.000,00

575.719.500,00

41,12%

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

998.159.623,00

841.999.745,00

84,36%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

162.513.470,00

160.696.795,00

98,88%

Penyediaan Pakaian Dinas
dan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

151.560.000,00

103.660.000,00

68,40%

Penyediaan Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

684.086.153,00

577.642.950,00

84,44%

Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

1.033.687.000,00

965.901.971,00

93,44%

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

586.299.200,00

552.830.500,00

94,29%

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah

444.987.800,00

412.244.221,00

92,64%

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah

2.400.000,00

827.250,00

34,47%

Penataan Organisasi

418.332.879,00

344.933.432,00

82,45%

Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

149.891.652,00

119.385.508,00

79,65%

Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

114.812.438,00

95.506.169,00

83,18%

Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

153.628.789,00

130.041.755,00

84,65%

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

1.027.319.643,00

1.008.386.595,00

98,16%

Fasilitasi Keprotokolan

320.015.000,00

307.153.200,00

95,98%

Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

224.197.223,00

218.259.475,00

97,35%

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

483.107.420,00

482.973.920,00

99,97%

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

11.440.995.786,00

10.526.025.669,00

92,00%

Administrasi Tata
Pemerintahan

1.058.225.005,00

882.313.601,00

83,38%

Penataan Administrasi
Pemerintahan

31.838.632,00

27.694.775,00

86,98%

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

385.103.601,00

339.695.100,00

88,21%

Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

641.282.772,00

514.923.726,00

80,30%

Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

9.473.816.070,00

8.945.417.793,00

94,42%

Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

699.878.469,00

620.469.836,00

88,65%

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial

8.528.397.001,00

8.095.993.403,00

94,93%

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat

245.540.600,00

228.954.554,00

93,25%

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

856.507.893,00

654.802.750,00

76,45%

Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah

311.461.664,00

309.110.450,00

99,25%

Fasilitasi Bantuan Hukum

467.502.879,00

274.114.350,00

58,63%

Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

77.543.350,00

71.577.950,00

92,31%
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Fasilitasi Kerjasama Daerah

52.446.818,00

43.491.525,00

82,93%

Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri

46.837.133,00

37.909.775,00

80,94%

Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama

5.609.685,00

5.581.750,00

99,50%

Program Perekonomian dan
Pembangunan

2.443.017.444,00

2.356.918.580,00

96,48%

Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

705.142.629,00

646.829.150,00

91,73%

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

233.086.380,00

207.492.250,00

89,02%

Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian

341.472.060,00

313.646.050,00

91,85%

Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro
kecil

130.584.189,00

125.690.850,00

96,25%

Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

42.988.976,00

38.454.775,00

89,45%

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

42.988.976,00

38.454.775,00

89,45%

Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

518.271.703,00

504.723.730,00

97,39%

Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

97.587.478,00

93.899.125,00

96,22%

Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan

98.822.845,00

97.679.145,00

98,84%

Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

321.861.380,00

313.145.460,00

97,29%

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

1.176.614.136,00

1.166.910.925,00

99,18%

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

384.892.607,00

384.026.375,00

99,77%

Pengelolaan Layanan
Pengadaan secara Elektronik

692.397.717,00

688.016.400,00

99,37%

Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa

99.323.812,00

94.868.150,00

95,51%

Sumber : LKPJ Kota Pematang Siantar Tahun 2021

Berdasarkan Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar di atas pada tahun 2021 terdapat
perbedaan program dan kegiatan dengan tahun sebelumnya, dimana hal tersebut
dikarenakan dilaksanakannya Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai upaya percepatan
implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ Tanggal 27 Januari 2020.
Dengan adanya perbedaan program dan kegiatan tersebut rata-rata
pertumbuhan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2021 belum

dapat diperoleh.

Pada tahun 2020 terdapat rasio antara realisasi dan anggaran kategori
baik dengan capaian realisasi sebesar 97,99%. Adapun pencapaian realisasi
anggaran kategori baik tersebut dikarenakan realisasi anggaran untuk belanja
langsung maupun belanja tidak langsung dapat terealisasi secara maksimal pada
setiap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan kondisi anggaran
yang terbatas pada setiap SKPD akibat pelaksanaan refocusing atau
pengurangan anggaran karena penyebaran wabah Covid-19. Untuk rasio antara
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realisasi dan anggaran kategori kurang baik adalah pada tahun 2019 dengan
realisasi anggaran hanya sebesar 88,50%. Adanya rasio antara realisasi dan
anggaran dengan kategori kurang baik tersebut disebabkan adanya pencapaian
realisasi anggaran yang rendah pada belanja tidak langsung yaitu pada Program
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang
memiliki realisasi anggaran sebesar 17,04%. Dimana anggaran pada program
tersebut dialihkan untuk pelaksanaan skala perioritas lain yang lebih penting
seperti untuk dana kelurahan. Selain itu faktor yang mempengaruhi realisasi
anggaran rendah adalah adanya penambahan anggaran untuk Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar dari tahun sebelumnya yang tidak dibarengi
dengan pencapaian realisasi anggaran yang maksimal pada setiap pelaksanaan
program dan kegiatan yang sudah dianggarkan. Selanjutnya dengan adanya
penggunaan aplikasi baru Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan
aplikasi SIMDA Financial Management Information (FMIS) dalam pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah mengakibatkan proses pelaksanaan realisasi
anggaran membutuhkan waktu dalam pembelajarannya untuk dapat benar-
benar dilaksanakan dengan baik dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran

pada Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.

2.4. Tantangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar harus dapat menjawab tantangan dan mengelola
penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi
dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan
berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan
pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal
formal dalam bentuk peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) dan kebijakan
Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.

Adapun beberapa kebijakan nasional yang perlu ditindak lanjuti melalui
regulasi daerah, seperti kebijakan Reformasi Birokrasi, Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan dan Penataan organisasi. Selain berfungsi menjalankan
fungsi penataan regulasi Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar
dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas Perangkat Daerah atas
semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal
dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di
Kota Pematang Siantar. Peran sentral yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam

hal ini secara institusional, dituntut memiliki kemampuan untuk menyerap,
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memahami dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan di atas wuntuk

diterapkan di Kota Pematang Siantar.

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi tersebut, maka Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar harus mampu menjawab berbagai tantangan yang
akan dihadapi dan memaksimalkan semua peluang yang ada dengan segala
sumber daya yang dimilikinya. Berikut tantangan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.

1. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan Kewilayahan;

2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum,
berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk
Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan
masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,
berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja;

4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama baik dengan Instansi
Pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;

5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang
berdaya saing;

6. Meningkatkan Perekonomian yang kokoh serta interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan;

Meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH;
Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber
daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan; serta

9. Menerapkan pemerintahan yang kolaboratif agar terwujudnya masyarakat
Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Adapun peluang bagi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang
memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

2. Meningkatnya kinerja ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub
kegiatan pembangunan;

3. Program reformasi birokrasi yang dilaksankan secara nasional di seluruh
lembaga dan kementerian termasuk pada Pemerintah Daerah untuk

menciptakan Good Government;
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4. Adanya kewenangan dalam penyusunan perumusan kebijakan;
5. Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan.
Dengan mengoptimalkan peluang yang ada diharapkan tantangan dapat
diatasi sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

dapat meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, Sekretariat Daerah merupakan
unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan pegawai
ASN. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah;
dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijabarkan di atas, ada
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kota Pematang Siantar
dalam melaksanakan pelayanan tugas dan fungsinya, permasalahan tersebut

antara lain:
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Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

No.| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)

1 | Belum 1. Akuntabilitas kinerja . Pengetahuan SDM
maksimalnya Perangkat Daerah yang Aparatur terkait dengan
dukungan masih rendah penerapan akuntabilitas
Sekretariat Daerah kinerja yang masih
dalam kurang
penyelenggaraan . Monitoring dan evaluasi
pemerintahan capaian kinerja  yang
daerah yang baik masih rendah

. Masih rendahnya
pengetahuan SDM

Aparatur terkait dengan
pengadaan barang dan
jasa secara elektronik

. Penataan

standar
administrasi pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa
yang masih rendah

2. Belum optimalnya
kualitas penyelenggara
pelayanan publik

. Pengetahuan SDM
Aparatur terkait dengan
penyelenggaraan

pelayanan publik yang
masih kurang

. Kurangnya

kepatuhan
penyelanggara pelayanan
publik terhadap Standar
Pelayanan Publik yang
baik

. Regulasi

dibidang
pelayanan publik,
kelembagaan, Anjab, ABK,
dan ketatalaksanaan
yang belum sempurna

. Masih rendahnya kualitas

penyelenggaraan
pelayanan publik

3. Kualitas pelayanan
Sekretariat Daerah
yang belum optimal

. Koordinasi antar Instansi

terkait yang belum
maksimal

. Belum optimalnya
pelaksanaan fasilitasi

kerjasama antar instansi
pemerintah maupun
lembaga teknis lainnya

. Masih kurangnya kualitas

administrasi Kecamatan

dan Kelurahan

. Penataan batas wilayah

kota yang masih rendah
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Pengetahuan SDM
Aparatur terkait dengan
pelayanan Sekretariat
Daerah yang masih
kurang

Penataan prosedur
administrasi pelaksanaan
kegiatan =~ pembangunan
yang belum optimal

. Masih kurangnya

sosialisasi tentang
administrasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan

Kemampuan ASN dalam
penyusunan rancangan
produk  hukum  yang
masih rendah

. Penyelesaian kasus-kasus

hukum yang belum
optimal

10.

Penyebarluasan  produk
hukum  daerah  yang
belum maksimal

11.

Belum maksimalnya
Pemenuhan standar
kebutuhan sarana dan
prasarana

12.

Pelayanan administrasi
persuratan yang belum
berbasis sistem elektronik

13.

Belum optimalnya
Penataan standar
pelayanan
kerumahtanggaan

14.

Masih rendahnya
Penataan standar
keprotokolan terhadap
pimpinan

15.

Kurangnya koordinasi
dengan instansi terkait
mengenai stabilitas harga
dan ketersediaan stok
bahan kebutuhan pokok

16.

Monitoring dan evaluasi
pertumbuhan ekonomi
yang masih rendah

17.

Masih rendahnya peran
BUMD, BLUD dan
ekonomi mikro kecil
dalam peningkatan
perekonomian kota
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18. Belum maksimalnya
pelaksanaan kegiatan
keagamaan dan
kemasyarakatan

3.2. Telaah Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih
Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2022-2027, maka

telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih

yang dituangkan dalam RPJMD 2022-2027 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Pematang Siantar diharapkan

dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Adapun rumusan visi yang dimaksud, dijabarkan sebagai berikut:

1.

Pematang Siantar menjadi Kota yang Sehat,

Bermakna Kota yang akan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
secara jasmani dan rohani melalui ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan
tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan
masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna
menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa
dana atau pasca pandemic covid- 19;

Pematang Siantar menjadi Kota yang Sejahtera,

Bermakna Kota yang akan meningkatkan perlindungan masyarakat dan
sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan
dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif
untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi
serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industry, khususnya
masa dan atau pasca pandemic covid- 19;

Pematang Siantar menjadi Kota yang Berkualitas

Bermakna Kota yang akan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM
dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada, melalui tata kelola
pemerintahan yang bersih, beribawa, responsive serta konsisten dalam
melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala
prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya Tarik sebagai Sub
pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 misi. Misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin
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di capai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus
dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan
kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk
mewujudkan visi daerah. Misi pembangunan daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu:

“Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis,
agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang
berkualitas.”

Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan, sehat
jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas,
dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan

menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.

Misi Kedua:

“Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim
usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan
berekeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemic Covid-19”

Misi kedua ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan di bidang
ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang
merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan
ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya
sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
responsive, melayani dengan prinsip good governance dan coorporate
governance.”

Misi ketiga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik
terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik
secara secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional.

Misi Keempat:

“Meningkatkan sentralitas dan daya Tarik kota, guna pencapaian Kota
sebagai Sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.”

Misi keempat ini memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota
Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera

Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Misi Kelima:
“Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan
infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.”
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Misi kelima ini memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur kota yang
berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan
struruktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang bertugas membantu Wali Kota
dan Wakil Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif dan pembinaan pegawai ASN.

Untuk melaksanakan tugas membantu wali kota maka tujuan dan sasaran
serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah mengacu pada visi, misi dan
program wali kota terpilih. Keselarasan dengan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Telaah Visi dan Misi RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027 dengan Tugas dan

Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Visi: Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas

No Misi Walikota Pematang Siantar Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan
Misi Walikota Pematang Siantar

(1) (2) (3)

1. | Menguatkan kehidupan masyarakat | Pada misi ini peran Sekretariat Daerah

yang sehat, sejahtera, humanis, | hanya sebagai penunjang dalam hal
agamais dan  beradab  dengan | perumusan, pemantauan dan evaluasi
menghargai local wisdom  dan | kebijakan melalui bagian yang
keheterogenan yang berkualitas menangani bina mental spiritual,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat.

2. | Menguatkan dan memulihkan | Pada misi ini peran Sekretariat Daerah
perekonomian regional, penyehatan | hanya sebagai penunjang dalam hal
iklim usaha perdagangan dan jasa, | perumusan, pemantauan dan evaluasi
UMKM dan koperasi yang mandiri, | kebijakan melalui Bagian Perekonomian
kokoh dan berkeadilan yang | dan SDA

terdampak masa pandemi dan atau

pasca pandemic Covid- 19.

3. | Meningkatkan tata kelola | Pada Misi ke-3 ini, Sekretariat Daerah
pemerintahan yang efektif, efisien, | berkaitan langsung dengan tugas dan
bersih, responsive, melayani dengan | fungsi Sekretariat Daerah Kota
prinsip good governance dan | Pematang Siantar dalam hal
coorporate governance. Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Yang Baik

4. | Meningkatkan sentralitas dan daya | Pada misi ini peran Sekretariat Daerah

tarik kota, guna pencapaian Kota | hanya sebagai penunjang dalam hal
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sebagai Sub pusat perdagangan dan
jasa regional di Provinsi Sumatera

Utara

perumusan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan melalui Bagian Perekonomian

dan SDA

Mewujudkan Kota berkualitas melalui

Pada misi ini peran Sekretariat Daerah

penataan  ruang, pengembangan | hanya sebagai penunjang dalam hal

infrastruktur, keindahan dan | perumusan, pemantauan dan evaluasi

kebersihan lingkungan kota secara | kebijakan melalui bagian Pengadaan

berkelanjutan Barang dan Jasa serta Bagian

Administrasi Pembangunan

Dari telaahan tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar berperan
dalam mengembangkan dan melaksanakan Misi ke-3 dari Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Terpilih, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

efisien, bersih, responsive, melayani dengan prinsip good governance dan

coorporate governance.

3.3. Telaah Renstra Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2020-2024 memiliki Visi
“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden Dan
Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi Sekretariat Kabinet
dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Sekretariat
Kabinet 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi
tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Visi Sekretariat Kabinet “berwibawa” dimaksudkan bahwa Sekretariat
Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap
kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahannya akan dijalankan
dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas
Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan
kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya
pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan
pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga.
Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima
dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

Visi Sekretariat Kabinet “andal” dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet
menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan
kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan
kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk
mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang
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diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber
daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang
mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan political will pimpinan yang tinggi.
Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun
dapat terwujud. Untuk menjadikan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal
juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung.

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Kabinet menetapkan misi
sebagai berikut: “Sekretariat Kabinet Melaksanakan Misi Presiden Dan Wakil
Presiden Dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas,
melalui :

a. Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan;

b. Pemberian Dukungan Kerja Kabinet Yang Efektif, Efisien, Dan Responsif; Dan

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sumber Daya Manusia Dan
Sarana/Prasarana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet”.

Cepat :

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga

tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Tepat :

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah

(isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak

mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Efisien :

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan sesuai dengan

waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Efektif :

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dapat membawa

hasil yang memadai dan memiliki dampak positif.

Responsif :

artinya pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dengan tanggap dan

cepat untuk semua kegiatan yang mendukung kerja kabinet.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Kabinet

adalah sebagai berikut:
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No Tujuan Indikator

(1) (2) (3)

1 | Peningkatan kualitas | Persentase @ rekomendasi  kebijakan
rekomendasi kebijakan | pemerintah yang berkualitas
pemerintah

2 | Peningkatan kualitas hasil | Persentase hasil pengendalian
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang
penyelenggaraan berkualitas
pemerintahan

3 | Peningkatan kualitas | Persentase penyelenggaraan dukungan

penyelenggaraan dukungan | kerja kabinet yang berkualitas
kerja kabinet
4 | Peningkatan kualitas tata | Indeks Reformasi Birokrasi
kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan
Sekretariat Kabinet

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat
Kabinet menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan inti dari
sasaran-sasaran yang dibuat. Keempat sasaran tersebut adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas;

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang
berkualitas;

3. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas;

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat
Kabinet.

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi
Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (outcome/impact) yang
bukan sekedar keluaran/hasil/output. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan
untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 di
atas bila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar Tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan, dimana indikator
tujuan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar adalah pencapaian
peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya
akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan kualitas pelayanan Sekretariat
Daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta

pelayanan administratif. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Kota Pematang
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Siantar perlu melihat dan menelaah visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat
Kabinet dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Pematang Siantar.

3.4. Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Bila dilihat pada Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah RPJMD

Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 yaitu tahap

pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju,

melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur
ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang

Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan di dalam ke Bhinnekaan yang

didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Visi Pembangunan jangka

Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran

dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan

prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi
arah bagi pembangunan sampai dengan S (lima) tahun mendatang, berbagai
kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi
dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan
peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

yaitu : “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”.

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan

Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Misi Pertama Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat
dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang
pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Misi Kedua Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
dengan adanya Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah
yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan
kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

3. Misi Ketiga Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan
karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif,

berdaya saing, dan mandiri.
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4. Misi Keempat Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan
karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga
menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Misi Kelima Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan
karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya
yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terkait dengan tugas dan
fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
adapun misi yang berkaitan langsung dengan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara adalah :

Misi Ke 1 “Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam

kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang

cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang
menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Misi di atas merupakan misi
yang selaras dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro

Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Misi Ke 2 “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan

adanya pemerintahan Yang Baik, Adil, dan Terpercaya, Politik yang beretika,

masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat

»

serta harmonis” Misi diatas merupakan misi yang selaras dengan tugas dan
fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Administrasi
Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

No Tujuan Sasaran

(1) (2) (3)

1 Mewujudkan Tertib Administrasi | Terwujudnya penyelesaian batas
Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan | daerah di Provinsi Sumatera
Pemerintahan di Daerah Utara

Terwujudnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Terwujudnya Pembinaan Aparatur
Pemerintahan dalam
Penyelenggara Kebijakan
Pemerintahan di daerah

2 Mewujudkan Tertib Administrasi | Peningkatan jumlah kebijakan,
Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan | koordinasi, monitoring dan
Pemerintahan di Daerah evaluasi bidang sarana dan

prasarana spiritual, kelembagaan
bina spiritual

Meningkatnya  keterpaduan dan  tertib | 1. Peningkatan jumlah kebijakan,
Administrasi penyusunan kebijakan dan koordinasi, monitoring dan
pelaksanaan pembangunan bidang Tenaga evaluasi bidang Kepemudaan
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Kerja,Kebudayaan,Pemberdayaan Perempuan,
pengendalian penduduk, perlindungan
anak,Keluarga Berencana, Kepemudaan dan
Olahraga

dan Olahraga serta
Kebudayaan;

2. Peningkatan jumlah kebijakan,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak serta tenaga kerja;

3. Peningkatan jumlah kebijakan,

koordinasi, monitoring dan
evaluasi bidang pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana
Meningkatnya  keterpaduan dan  tertib | Peningkatan jumlah kebijakan,
administrasi penyusunan kebijakan dan | koordinasi, monitoring dan
pelaksanaan pembangunan bidang | evaluasi bidang pendidikan,
pendidikan, Kesehatan dan Sosial kesehatan dan sosial
Meningkatkan Budaya Kepatuhan Hukum | 1. Meningkatkan Pelayanan

ASN dan Masyarakat

Penyusunan Produk Provinsi

2. Meningkatkan Pelayanan
Evaluasi dan Fasilitasi Produk
Hukum Kab/Kota

3. Terwujudnya pelayanan
hukum dan HAM dalam
menangani permasalahan
hukum di lingkungan
Pemprovsu.

Meningkatkan dukungan kebijakan | Mewujudkan Dukungan
pemerintah daerah untuk peningkatan | Kebijakan Perekonomian Daerah
perekonomian dan pembangunan daerah

Terwujudnya Pelayanan Pengadaan | Mewujudkan Pelayanan
Barang/Jasa Pemerintah yang transparan | Pengadaan Barang/Jasa

dan akuntabel

Pemerintah yang transparan dan
akuntabel

Mewujudkan  koordinasi dalam  rangka
Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan
Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan

1. Terkoordinirnya dan
Terfasilitasinya Instansi terkait
Pemprovsu dan mitra

antar lembaga Pemerintah dan Non binaannya dalam mengikuti
Pemerintah. pameran-pameran hasil
pembangunan serta potensi
daerah Sumatera Utara di
Dalam dan Luar Negeri
2. Terhimpun dan Terevaluasinya
Laporan Bulanan Pelaksanaan
Kegiatan APBD Provsu
Mewujudkan tertib administrasi dan | Tertibnya Administrasi
mekanisme pelaksanaan pembangunan | Pelaksanaan Kegiatan APBD
daerah. Provsu
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang | Meningkatnya Nilai Reformasi
Berintegritas Birokrasi Pemerintah  Provinsi
Sumatera Utara
Meningkatnya  Fasilitas, Penataan dan | 1. Meningkatnya Fasilitasi
Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pelayanan Kegiatan Pimpinan

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Daerah

2. Meningkatnya Pemanfaatan
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Gedung dan Mess Pemprovsu

9 Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, | 1. Tersusunnya Pelaporan
pelaporan dan kepegawaian sekretariat Rencana Strategis, Rencana
daerah Kerja, RKA, DPA, LPPD, LKPJ,

LK, PK, IKU dan IKK
Sekretariat Daerah

2. Membangun kepribadian
sumber daya aparatur menuju
profesionalisme, jujur, kredibel,
dan akuntabel.

Menyediakan dan menyajikan bahan materi | Tersedia, tersaji dan terfasilitasi

dan komunikasi pimpinan Bahan Materi dan komunikasi
Pimpinan

Meningkatkan pelayanan kedinasan pimpinan | 1. Terbangunnya Hubungan yang

dan tamu Harmonis dengan

Lembaga/Instansi Pemerintah
Pusat/Daerah, swasta dan
masyarakat

2. Terfasilitasi Pelayanan
Kedinasan Pimpinan dalam
Tata upacara, tata tempat dan
tata  pelaksanaan  kegiatan
serta tamu pimpinan

Berdasarkan Misi kedua Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023
“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya
Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil,
terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan
memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis” bila dikaitkan dengan misi Wali
Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan dengan misi ketiga
yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
responsive, melayani dengan prinsip good governance dan coorporate
governance.” Dimana pada masing-masing misi ini memiliki kesamaan dalam
mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan
dan akuntabel.

Selanjutnya bila dikaitkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar memiliki kesamaan dalam hal terwujudnya akuntabilitas kinerja seluruh
perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih

baik.

57



3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis diperlukan dalam penyusunan Renstra ini dikarenakan kedudukan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, yaitu sebagai pedoman bagi:

1) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

2) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

3) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar
daerah, dan antar pemangku kepentingan;

4) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

5) penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032. Pada perda ini
disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pematang Siantar
bertujuan untuk mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa pada
wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan,
kesehatan, dan pariwisata dalam ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan
berkesinambungan. Telaah RTRW ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang eksisting sehingga perangkat daerah dapat
mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan,
dan prioritas wilayah pelayanan. Dikaitkan dengan indikasi program
pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
sehingga dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.

Setelah ditelaah lebih lanjut dan dihubungkan antara RTRW Kota
Pematang Siantar dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar, Peran Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam hal penataan
ruang ditangani oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar. Dalam hal ini Bagian Pemerintahan yang bertugas pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah. Dalam penyusunan RTRW sendiri, Sekretaris
Daerah sebagai pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar berperan
sebagai Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Pematang
Siantar.

Sebagai ketua TKPRD, melalui Bagian Pemerintahan, bersama dengan

sekretaris TKPRD Kota Pematang Siantar yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan
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Ruang Kota Pematang Siantar mengawasi pelaksanaan, pengadaan, pengendalian
tata ruang di Kota Pematang Siantar melalui RTRW dan juga RDTR Kota
Pematang Siantar. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah
rangkaian telaahan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan
program (KRP).

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. Kinerja pelayanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanakeragaman hayati.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui
KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pengaruh KRP berkaitan dengan
menurunnya persediaan ari bersih, tanah, dan udara, pemanfaatan sumber daya
alam (SDA) serta ekosistem lainnya.

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya
membantu Kepala Daerah sebagai unsur staf, tidak terkait langsung dengan
KLHS. Namun karena KLHS, KRP berkaitan langsung dengan pemanfaatan
sumber daya alam, maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam hanya sebagai penunjang dalam hal perumusan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pada perangkat daerah yang berkaitan

langsung dengan KLHS.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting,
mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan
penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi

Kota Pematang Siantar pada tahun 2017-2021, tidak bisa dilepaskan dengan
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permasalahan dan isu pembangunan seperti yang telah dijelaskan pada
identifikasi permasalahan masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar. Dari berbagai permasalahan, peluang, tantangan serta telaah
fungsi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar yang dijabarkan di atas, maka
perlu dilakukan penetapan isu strategis.

Penetapan isu strategis diharapkan kualitas pelayanan sebagai fungsi
penunjang penyelenggaraan pemerintahan dapat mendukung, sehingga akan
berdampak pada kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi
oleh Kota Pematang Siantar pada tahun 2022-2027, Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran
yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dari faktor-faktor dari pelayanan SKPD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah;

2. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih,;

3. Telaah Renstra Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

4. Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ditetapkan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai
unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di
dalam RPJMD, yaitu :

1. Responsifitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data yang dibutuhkan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dengan Instansi Pemerintah
maupun dengan lembaga lainnya;

Pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

Penentuan batas wilayah Kabupaten/Kota;

Sarana dan prasarana pada beberapa unit ker3ja bagian;

AN

Kualitas penyusunan produk hukum, Penyelesaian kasus hukum dan
penyebarluasan produk hukum daerah;

Kompetensi SDM pada beberapa unit kerja bagian;

Informasi tentang terbitnya peraturan perundang- undangan terbaru
mengenai analis kelembagaan, Anjab, ABK, Pengolah data Ketatalaksanaan
yang bersifat dinamis;

9. Pengelolaan dan pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;

10. Tata kelola surat-menyurat dan pengelolaan asset.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis
yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang
ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu S (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran
perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau
kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan
indikator kinerja.

Sekretariat Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematang
Siantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi
pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "Mewujudkan
Kota Pematang Siantar Yang Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas" sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar merupakan
penjabaran dari RPJMD Kota Pematang Siantar sehingga perumusan tujuan dan
sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan RPJMD
Kota Pematang Siantar dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka
pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pematang Siantar Misi 3, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance
dan coorporate governance.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematang Siantar

Tahun 2022-2027 dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

RPJMD RENSTRA
No . " .
Misi Tujuan Indlkator Sasaran i GHE I Tujuan Indl.k ator Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan Sasaran Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8) 9 (10)

1 Meningkatkan | Mewujudka | Indeks Meningkatn | Nilai SAKIP | Terwujudnya Indeks Meningkatnya - Predikat/Skor
tata kelola n Reformasi | Reformasi |ya Peningkatan Reformasi | akuntabilitas AKIP Tingkat
pemerintahan | Tata Kelola | Birokrasi akuntabilita Dukungan Birokrasi | kinerja Perangkat Kota
yang efektif, Pemerintah s kinerja Sekretariat Daerah - Nilai LPPD
efisien, bersih, | an Daerah Kota - Indeks tata
responsif Pematang kelola
melayani Siantar Dalam pengadaan
berdasarkan Penyelenggaraan barang dan jasa
prinsip good Pemerintahan Meningkatnya Indeks Kepuasan
governance Daerah Yang lit M Kat
dan coorporate Baik Kualitas asyaraxa

Penyelenggara
governance Pelayanan Publik
Meningkatn | Indeks Meningkatnya Indeks Kepuasan
ya kualitas | Kepuasan Kualitas Pelayanan | Layanan
pelayanan Masyarakat Sekretariat Daerah | Sekretariat
publik Daerah
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Selanjutnya untuk rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Target Kinerja Tujuan /Sasaran
Sasaran Pada Tahun Ke-
Thn. 1 Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

(1) (2) (3) 4 (6) (7) (8) 9 (10)

1 Terwujudnya Indeks Reformasi C CcC B B B
Peningkatan Birokrasi (>45-50) (>50-60) (>60-65) (>65-67) (>67-70)
Dukungan Sekretariat 1. Meningkatnya Predikat/Skor AKIP CcC CcC B B BB
Daerah Kota | Akuntabilitas Tingkat Kota (>50-55) (>55-60) (>60-65) (>65-70) (>70-75)
Pematang Siantar | Kinerja Perangkat| Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Dalam Daerah Nilai LPPD (3,50-3,60) | (3,61-3,80) | (3,81-4,00) | (4,01-4,20) (4,21-4,5)
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Indeks tata kelola
Yane Baik pengadaan barang 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00

g
dan jasa

2. Meningkatnya
Kualitas Indeks Kepuasan B B B B B
Penyelenggara Masyarakat (76,61-78) (78-80) (80-82) (82-84) (84-86)
Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Indeks Kepuasan
Kualitas Pelayanan | Layanan P B B B B B
Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah (76,61-78) (78-80) (80-82) (82-84) (84-86)
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan
kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator
untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk
mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Pematang
Siantar merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk
mencapai visi dan misi SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah
serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa
terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian
tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan
sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal
dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan,
Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan).
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk
merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities), namun
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan tantangan
(Threats). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah
dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang
meliputi :

1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis
lingkungan strategis melalui pendekatan Analisis SWOT yang terdiri dari Analisis
Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
1) Kekuatan/Strength (S)
a. Adanya tugas dan fungsi yang jelas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota
Pematang Siantar;
b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatakan untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
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c. Tersedianya kuantitas sumber daya aparatur Kota Pematang Siantar yang

d.

cukup memadai;
Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam

peningkatan kinerja aparatur ASN;

e. Tersedianya fasilitasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan

program/kegiatan dan sub kegiatan.

2) Kelemahan/ Weakness (W)

a. Kurangnya responsifitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data yang

oQ

dibutuhkan;

. Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dengan
Instansi Pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;

. Belum maksmimalnya pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan;

. Belum selesainya penentuan batas wilayah kabupaten/ kota;

. Sarana prasarana yang masih kurang memadai pada beberapa unit kerja
bagian;
Belum optimalnya kualitas pembentukan produk hukum daerah,
penyelesaian kasus hukum, dan penyebarluasan produk hukum;

. SDM yang masih kurang kompeten pada beberapa unit kerja bagian;

h. Kurangnya informasi tentang terbitnya peraturan perundang- undangan

j-

yang terbaru mengenai akuntabilitas kinerja, analis kelembagaan, anjab,
ABK dan Pengelolaan data ketatalaksanaan yang bersifat dinamis;

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap
pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;

Tata kelola surat menyurat dan pengelolaan asset yang belum maksimal.

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
1) Peluang/Oportunity (O)

a.

Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang
memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Meningkatnya kinerja ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub

kegiatan pembangunan;

. Program reformasi birokrasi yang dilaksankan secara nasional di seluruh

lembaga dan kementerian termasuk pada Pemerintah Daerah untuk
menciptakan Good Government;

Adanya kewenangan dalam penyusunan perumusan kebijakan;

. Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi

pemerintahan.

2) Ancaman/ Threat (T)
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o

Budaya kerja yang masih rendah dan kurangnya disiplin;
b. Tugas pelayanan kepada masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang

rutinitas;

o

Administrasi yang masih kurang tertib, transparan, dan akuntabel,;

d. Stabilitas perekonomian yang tidak menentu akibat pandemi global
Corona Virus Disease 20109;

e. Penempatan ASN yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan
dan keahliannya;

f. Perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis,
sehingga dapat mengakibatkan kurang konsistennya kebijakan yang
dikeluarkan.

Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal di atas, dengan
menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,
Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai dirumuskan ke dalam
formulasi sebagai berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO);
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan menghadapi tantangan

(ST);

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO);
Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan

(WT).
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Tabel 5.1.
Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Pada Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar

Faktor Internal

Faktor Eksternal

termasuk pada
Pemerintah Daerah
untuk menciptakan
Good Government.

Kekuatan/Strength | Kelemahan/Weakness | Peluang/Oportunity Ancaman/ Threat
(S) (W) (O) (T)
(1) (2) 3 4

1. Tugas dan Fungsi | 1. Kurangnya 1. Perkembangan 1. Budaya kerja
yang jelas Responsifitas ilmu dan yang masih
sebagaimana SKPD dalam pengetahuan serta rendah dan
diatur dalam penyampaian teknologi informasi kurangnya
Peraturan Wali laporan dan data yang memberikan disiplin.

Kota Pematang yang dibutuhkan. kemudahan

Siantar. alternatif sistem
dan manajemen
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah.

2. Pesatnya . Belum . Meningkatnya 2. Tugas
perkembangan maksimalnya kinerja ASN pelayanan
teknologi pelaksanaan terhadap kepada
informasi yang koordinasi dan pelaksanaan masyarakat
bisa kerjasama baik program, kegiatan dianggap
dimanfaatakan dengan instansi dan sub kegiatan. sebagai
untuk Pemerintah sesuatu yang
optimalisasi meupun lembaga rutinitas.
pelaksanaan lainnya.
tugas dan fungsi.

3. Tersedianya . Belum . Program reformasi | 3. Administrasi
kuantitas sumber maksmimalnya birokrasi yang yang masih
daya aparatur pelayanan dilaksankan secara kurang tertib,
Kota Pematang administrasi nasional di seluruh transparan,
Siantar yang kecamatan dan lembaga dan dan akuntabel.
cukup memadai. kelurahan. kementerian

4. Adanya . Belum selesainya 4. Adanya S. Stabilitas
dukungan dan penentuan batas kewenangan dalam perekonomian
komitmen yang wilayah penyusunan yang tidak
kuat dari kabupaten/ kota. perumusan menentu
pimpinan dalam kebijakan. akibat
peningkatan pandemi global
kinerja aparatur Corona Virus
ASN. Disease 20109.

S. Tersedianya . Sarana prasarana . Besarnya peran | 6. Penempatan
fasilitasi yang masih kurang dalam ASN yang
anggaran yang memadai pada mengkoordinasikan belum sesuai
memadai dalam beberapa unit penyelenggaraan dengan latar
pelaksanaan kerja bagian. fungsi belakang
program/kegiatan pemerintahan. pendidikan
dan sub kegiatan. dan

keahliannya.
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7. Belum optimalnya

Kualitas
pembentukan

produk hukum,
penyelesaian kasus
hukum dan

penyebarluasan
produk hukum

7. SDM yang masih
kurang kompeten

pada beberapa unit

kerja bagian.

8. Kurangnya
informasi tentang
terbitnya
peraturan
perundang-
undangan yang
terbaru mengenai
Akuntabilitas
kinerja, analis
kelembagaan,
anjab, ABK dan
Pengelolaan data
ketatalaksanaan
yang bersifat
dinamis.

9. Belum optimalnya
pelaksanaan
koordinasi dan
pembinaan
terhadap
pembinaan BUMD
dan BLUD serta

Usaha mikro kecil.

10.Tata kelola surat
menyurat dan
pengelolaan asset
yang belum
maksimal.

8. Perubahan
peraturan
perundang-
undangan
yang sangat
dinamis,
sehingga dapat
mengakibatkan
kurang
konsistennya
kebijakan yang
dikeluarkan.

A. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

1.

ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;

pemerintahan daerah;

Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas serta adanya

dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam Peningkatan kinerja aparatur

Meningkatkan penerapan perkembangan teknologi informasi dalam

memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan
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Mengoptimalkan kuantitas sumber daya aparatur Kota Pematang Siantar
yang cukup memadai dalam mewujudkan program reformasi birokrasi pada
Pemerintah Daerah untuk menciptakan Good Government;

Mendayagunakan anggaran yang  memadai dalam pelaksanaan
program/kegiatan dan sub kegiatan untuk meningkatkan kinerja aparatur

ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

B. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

1.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mengatasi
administrasi yang masih kurang tertib, transparan, dan akuntabel;
Mendayagunakan sumber daya aparatur yang cukup memadai serta
dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk mengatasi budaya
kerja yang masih rendah dan kurang disiplin;

Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas serta dukungan
dan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk menempatkan ASN yang
belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya,;
Mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk memperoleh
adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis;
Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan serta tersedianya
fasilitasi anggaran yang memadai untuk mengurangi Stabilitas perekonomian

yang tidak menentu akibat pandemi global Corona Virus Disease 20109.

C. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

1.

Mengoptimalkan SDM yang masih kurang kompeten serta mengintensifkan
koordinasi antar SKPD melalui Program reformasi birokrasi untuk
menciptakan Good Government;

Mengoptimalkan kualitas pembentukan produk hukum, penyelesaian kasus
hukum dan penyebarluasan produk hukum, tata kelola surat-menyurat dan
pengelolaan aset serta validitas dan kelengkapan data dukung melalui
perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang
memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

Mengoptimalkan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan, SDM
yang masih kurang kompeten pada beberapa bagian serta pengelolaan BUMD
dan BLUD serta usaha mikro kecil yang tersedia melalui peningkatan kinerja

aparatur ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

D. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)

1.

Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah maupun lembaga lainnya wuntuk menghindari stabilitas
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perekonomian yang tidak menentu akibat pandemi global Corona Virus
Disease 2019

2. Mengoptimalkan kualitas pembentukan produk hukum, penyelesaian kasus
hukum dan penyebarluasan produk hukum untuk menghindari kurang
konsistennya kebijakan peraturan yang diterbitkan;

3. Meminimalkan SDM yang kurang kompeten pada beberapa bagian untuk
menghindari budaya kerja yang masih rendah dan kurang disiplin;

4. Meningkatkan sarana prasarana yang masih kurang memadai pada beberapa
unit kerja bagian untuk menghindari budaya kerja yang masih rendah,
administrasi yang kurang tertib, transparan dan akuntabel serta pelayanan
masyarakat yang belum maksimal;

5. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan untuk
menghindari pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang dianggap
sebagai sesuatu yang rutinitas.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan arah
kebijakan dalam menjalakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian
visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga unit kerja lingkup
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dapat menghasilkan kinerja pelayanan

yang lebih baik dari periode sebelumnya.
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Tabel 5.2.

Pemetaan Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Internal

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Adanya Tugas dan Fungsi yang jelas yang diatur
dalam Peraturan Wali Kota Pematang Siantar.

Kurangnya Responsifitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data
yang dibutuhkan;

kebijakan.
. Besarnya peran mengkoordinasikan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

dalam

. Mendayagunakan

memadai dalam mewujudkan program reformasi
birokrasi pada
menciptakan Good Government;

anggaran yang memadai

Pemerintah Daerah untuk

Pesatnya perkembangan teknologi informasi | 2 Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik
yang bisa dimanfaatakan untuk optimalisasi dengan Instansi Pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;
pelaksanaan tugas dan fungsi. 3 Belum maksmimalnya pelayanan administrasi kecamatan dan
Tersedianya kuantitas sumber daya aparatur kelurahan;
Kota Pematang Siantar yang cukup memadai. 4 Belum selesainya penentuan batas wilayah kabupaten/ kota;
Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari | 5 Sarana prasarana yang masih kurang memadai pada beberapa unit
pimpinan dalam peningkatan kinerja aparatur kerja bagian;
ASN. 6 Belum optimalnya kualitas pembentukan produk hukum daerah,
Tersedianya fasilitasi anggaran yang memadai penyelesaian kasus hukum, dan penyebarluasan produk hukum;
dalam pelaksanaan program/kegiatan dan sub | 7 SDM yang masih kurang kompeten pada beberapa unit kerja bagian;
kegiatan. 8 Kurangnya informasi tentang terbitnya peraturan perundang-
undangan yang terbaru mengenai Akuntabilitas kinerja, analis
kelembagaan, anjab, ABK dan Pengelolaan data ketatalaksanaan yang
bersifat dinamis;
9 Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap
pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;
10 Tata kelola surat menyurat dan pengelolaan asset yang belum
Ekternal maksimal.
Peluang (O) (S) + (O) (W) + (O)

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta | 1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi | 1. Mengoptimalkan SDM yang masih kurang kompeten serta
teknologi informasi yang memberikan kemudahan yang jelas serta adanya dukungan dan mengintensifkan koordinasi antar SKPD melalui Program reformasi
alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan komitmen dari pimpinan dalam Peningkatan birokrasi untuk menciptakan Good Government;
pemerintahan daerah. kinerja aparatur ASN terhadap pelaksanaan | 2. Mengoptimalkan kualitas pembentukan produk hukum, penyelesaian

. Meningkatnya kinerja ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; kasus hukum dan penyebarluasan produk hukum, tata kelola surat-
program, kegiatan dan sub kegiatan. . Meningkatkan penerapan perkembangan menyurat dan pengelolaan aset serta validitas dan kelengkapan data

. Program reformasi birokrasi yang dilaksankan teknologi informasi dalam memberikan dukung melalui perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi
secara nasional di seluruh lembaga dan kementerian kemudahan alternatif sistem dan manajemen informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan
termasuk pada  Pemerintah Daerah  untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah,;
menciptakan Good Government. . Mengoptimalkan  kuantitas sumber daya | 3. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan,

. Adanya kewenangan dalam penyusunan perumusan aparatur Kota Pematang Siantar yang cukup SDM yang masih kurang kompeten pada beberapa bagian serta

pengelolaan BUMD dan BLUD serta usaha mikro kecil yang tersedia
melalui peningkatan kinerja aparatur ASN terhadap pelaksanaan
program /kegiatan/sub kegiatan.
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dalam pelaksanaan program/kegiatan dan sub
kegiatan untuk meningkatkan kinerja aparatur
ASN terhadap pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan.

Tantangan (T)

(S) + ((T)

(W) +(T)

Budaya kerja yang masih rendah dan
kurangnya disiplin.

Tugas pelayanan kepada masyarakat dianggap
sebagai sesuatu yang rutinitas.

Administrasi yang masih kurang
transparan, dan akuntabel.

Stabilitas perekonomian yang tidak menentu
akibat pandemi global Corona Virus Disease 2019.

Penempatan ASN yang belum sesuai dengan
latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Perubahan peraturan perundang-undangan
yang sangat dinamis, sehingga dapat mengakibatkan
kurang konsistennya kebijakan yang dikeluarkan.

tertib,

. Mengoptimalkan

. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang

jelas untuk mengatasi administrasi yang masih
kurang tertib, transparan, dan akuntabel.

. Mendayagunakan sumber daya aparatur yang

cukup memadai serta dukungan dan komitmen
yang kuat dari pimpinan untuk mengatasi
budaya kerja yang masih rendah dan kurang
disiplin.

. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang jelas serta dukungan dan komitmen yang
kuat dari pimpinan untuk menempatkan ASN
yang belum sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya.

perkembangan teknologi
informasi untuk memperoleh adanya perubahan
peraturan perundang-undangan yang sangat
dinamis.

. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari

pimpinan serta tersedianya fasilitasi anggaran
yang memadai untuk mengurangi Stabilitas
perekonomian yang tidak menentu akibat
pandemi global Corona Virus Disease 2019.

. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah maupun lembaga lainnya untuk menghindari stabilitas
perekonomian yang tidak menentu akibat pandemi global Corona Virus
Disease 2019 ;

. Mengoptimalkan kualitas pembentukan produk hukum, penyelesaian

kasus hukum dan penyebarluasan produk hukum untuk menghindari
kurang konsistennya kebijakan peraturan yang diterbitkan;

. Meminimalkan SDM yang kurang kompeten pada beberapa bagian

untuk menghindari budaya kerja yang masih rendah dan kurang
disiplin;

. Meningkatkan sarana prasarana yang masih kurang memadai pada

beberapa bagian untuk menghindari budaya kerja yang masih rendah,
administrasi yang kurang tertib, transparan dan akuntabel serta
pelayanan masyarakat yang belum maksimal;

. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan

untuk menghindari pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
yang dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas.
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Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan arah

kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian

visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga unit kerja lingkup

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dapat menghasilkan kinerja pelayanan

yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi

: Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas

Misi Ke 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
responsive, melayani dengan prinsip good governance dan coorporate

governance.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) 3 4
Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan Fasilitasi kegiatan
Peningkatan Akuntabilitas pengetahuan SDM | bimbingan teknis,
Dukungan Kinerja Aparatur terkait | sosialisasi, supervisi
Sekretariat Daerah Perangkat dengan penerapan | dan asistensi
Dalam Daerah akuntabilitas penerapan
Penyelenggaraan kinerja akuntabilitas kinerja
Pemerintahan 2. Meningkatkan 1. Desk/asistensi
Daerah Yang Baik monitoring dan tentang dokumen
evaluasi capaian AKIP, LKPJ dan
kinerja LPPD
2. Penyusunan
pedoman
pelaksanaan
akuntabilitas kinerja
dan laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
3. Penggunaan
teknologi IT dalam
Monitoring dan
evaluasi capaian
kinerja
3. Meningkatkan Fasilitasi kegiatan
pengetahuan SDM | bimbingan teknis,
Aparatur  terkait | sosialisasi, supervisi
dengan dan asistensi
pengadaan barang | pengadaan barang dan
dan jasa secara | jasa secara elektronik
elektronik
4. Menata  standar | Penataan standar
administrasi administrasi
pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan
pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa
2. Meningkatnya | 1. Meningkatkan Fasilitasi kegiatan
Kualitas pengetahuan bimbingan teknis,
Penyelenggara SDM Aparatur | sosialisasi, supervisi
terkait
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Pelayanan
Publik

pelayanan publik

. dengan dan asistensi
penyelenggaraan | penyelenggaraan
pelayanan publik | pelayanan publik

. Meningkatkan Peningkatan koordinasi
kepatuhan dan konsultasi dengan
penyelanggara stakeholder terkait
pelayanan publik | dibidang pelayanan
terhadap Standar | publik
Pelayanan Publik
yang baik

. Menyempurnakan | Penyusunan pedoman
regulasi dibidang | pelaksanaan dan
pelayanan publik, | evaluasi
kelembagaan, penyelenggaraan
Anjab, ABK, dan | pelayanan publik,
ketatalaksanaan anjab, ABK,

kelembagaan dan
ketatalaksanaan

. Meningkatkan Penggunaan teknologi
kualitas IT dalam
penyelenggaraan | Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

3. Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Sekretariat
Daerah

. Meningkatkan

koordinasi antar
Instansi terkait

Peningkatan koordinasi
antar Instansi terkait

. Meningkatakan

kualitas fasilitasi
kerjasama antar
instansi
pemerintah
maupun lembaga
teknis lainnya

Penyusunan pedoman
dan petunjuk tetnis
pelayanan fasilitasi
Kerjasama antar daerah
maupun lembaga teknis
lainnya

. Meningkatkan Pembinaan dan
kualitas evaluasi  administrasi
administrasi Kecamatan dan
Kecamatan dan | Kelurahan
Kelurahan

. Menata batas | Peningkatan koordinasi
wilayah kota antar instansi terkait

. Meningkatkan Fasilitasi kegiatan
pengetahuan bimbingan teknis,
SDM Aparatur | sosialisasi, supervisi
terkait dengan | dan asistensi terkait
pelayanan dengan pelayanan
Sekretariat Sekretariat Daerah
Daerah

. Menata prosedur | Harmonisasi dan
administrasi penataan prosedur
pelaksanaan administrasi
kegiatan pelaksanaan  kegiatan
pembangunan pembangunan

. Melakukan Sosialisasi tentang
sosialisasi administrasi
tentang pelaksanaan kegiatan
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administrasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan

pembangunan

8. Meningkatkan
kemampuan ASN
dalam
penyusunan
rancangan
produk hukum

Pelaksanaan Diklat,
Bimtek dan Sosialisasi

9. Mengoptimalkan
penyelesaian
kasus kasus
hukum

1. Penyediaan bantuan
hukum bagi
masyarakat miskin
yang membutuhkan

2. Peningkatan
masyarakat sadar
hukum

10.Mengoptimalkan
penyebarluasan
produk hukum
daerah

Kerjasama dengan
KOMINFO dalam
pembuatan website
JDIH

11.Pemenuhan

Penyediaan sarana dan

standar prasarana yang
kebutuhan memadai
sarana dan
prasarana

12.Pelayanan Penggunaan teknologi
administrasi IT dalam pelayanan
persuratan administrasi
berbasis sistem kesekretariatan
elektronik

13.Menata standar

Penetapan standard

pelayanan pelayanan
kerumahtanggaa | kerumahtangga-an
n

14.Menata standard | Penetapan standard
keprotokolan pelayanan keprotokolan
terhadap
pimpinan

15.Meningkatkan Pengendalian inflasi
koordinasi melalui peningkatan

dengan instansi
terkait mengenai
stabilitas harga
dan ketersediaan
stok bahan
kebutuhan pokok

koordinasi dengan
instansi terkait

16.Meningkatkan
monitoring dan

Peningkatan monitoring
dan evaluasi

evaluasi pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan
ekonomi

17.Meningkatkan Peningkatan koordinasi
peran BUMD, dan pembinaan BUMD,
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BLUD dan BLUD dan ekonomi
ekonomi mikro mikro kecil
kecil dalam
peningkatan
perekonomian
kota

18.Meningkatkan Peningkatan kegiatan
kegiatan keagamaan dan
keagamaan dan kemasyarakatan
kemasyarakatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam upaya

mencapai tujuan Terwujudnya Peningkatan Dukungan Sekretariat Daerah

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, maka diperlukan

adanya strategi sebagai berikut :

1.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan penerapan
akuntabilitas kinerja;

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik;

Menata standar administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik;

Meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar
pelayanan publik yang baik;

Menyempurnakan regulasi dibidang pelayanan publik, kelembagaan, Anjab,
ABK dan ketatalaksanaan;

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait;

. Meningkatkan kualitas fasilitasi kerjasama antar instansi pemerintah

maupun lembaga teknis lainnya;

Meningkatkan kualitas administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

Menata batas wilayah kota;

Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan pelayanan
Sekretariat Daerah;

Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan;

Meningkatkan kemampuan ASN dalaam penyusunan racangan produk
hukum;

Mengoptimalkan penyelesaian kasus - kasus hukum;

Mengoptimalkan peyebarluasan produk hukum daerah;
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19. Pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana;

20. Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik;

21. Menata standar pelayanan kerumahtanggaan;

22. Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan,;

23. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai stabilitas harga
dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok;

24. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pertumbuhan ekonomi;

25. Meningkatkan peran BUMD, BLUD dan ekonomi mikro kecil dalam
peningkatan perekonomian kota;

26. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya strategi dimaksud merupakan dasar dalam perumusan
program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada Sekretariat Daerah

Pematang Siantar untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditatapkan pada bab
sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub
kegiatan. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program
beserta target capaian dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan
anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi;

2. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD;

3. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;

4. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan;

5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);

6. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud;

7. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yangmencerminkan

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program,;
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8. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi yang tercantum
dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar dalam menyusun Rencana Strategisnya memuat rencana
program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif yang dapat dilihat pada Tabel T-C.27 Rencana Program,

Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar berikut :
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Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar

Indika tor Kinerja Tujaan, Sasaran ) e e T B b B e ey B g e
. e R | e e e || Perangkat Dacrah .
Tujuan Sasaran Hede PE { Oratput) bvralRemtra Tam 2022 Tabun 2023 Tahn 2024 Tabnn 2025 Tahm 2026 Talun 2027 Kendisi Kirerja 4Kk Femtra Rty || S
(201
Target Ep Tarzet Ep Target Fp Target Ep Tarzet Ep Target Ep Target Ep
(13 ] (3) &) (5) () 7 (8] (9) (10) (11) (12 (13 (14 (153 (18 (17 (18) (193 (20 (21 (23
Terwujudnya
Peninglkatan Dukungan
Selretariat Daerah Kota o o o o B B B B
Pematang Siantar Indeks Reform asi Birokrasi Serdaln
@239 |42,39.45) (=45.50) (=50-60) (=60-65) (=65-6T) 67-10) =67-70)
Dalam Penyelenggzaraan
PemerintahanDaerah
Yang Baik
1 Meninglainya
Alnmtahilita. . -
o e Predikat/Skor AKIP Tingkat ¢ ¢ ce ce B B BB BB "
HELS Kota 05T |(=40,57-50) (=50.55) (=55-60) -60-65) (=65-70) 70-75) T0-75) el
Peranglkat
Daerah
Feasertase Indikator Kirerja yang
: Terealisasi pada Program Permnang - )
Program Peminjang : 1005 1004 1004 100% 100% 1006 100% 100 : ——
: TrsanPemerintaban Daexah Asisten Admivdstrasi
40101, Unsan Perre virgahan 143408 452 236,410,000 23 410,000 236410000 23.774.100 241 161 341 1152 165941
D e [Eabupaten/ Ko Uzmm
- Fcc Fcc B E BE EE
C AKIPPe t Dasrah w ni
apaian rangkat Dasra X e (5560 (€0 65) (-6570) =75 (>70.75)
Milai konponen pelaporan kiverja pada Baglan Chrganisasi
remiaian SAKIP ! 33 &0 6,5 70 75 80 20
GO0L0L213  |PematanOigamsad [ i 143408452 236,410,000 236410000 236410000 28.774.100 241 161 341 1132 165941
il el i ] R b 755 0% 2584 a0 105 1008
peranghatdasrah tepatwakis
piolgisoy |fmekatanKimeds dan |Fsh Dolovnen Rootughatan ot | g g0 | i 143408452  Zdoumwen| 136410000 | 2 dolunen 136410000 | Zdolunen| 16410000 | 2dckumen 157774100 | Zdokunen 139151841 | 10dcduren 626155941 | Bagian Ovganisasi | P Sianar
Reformasi Biokrasi  |danRe formasi Birokrasi
E’”’d“‘“‘di e |Forelsh Deframen Eooadivasidan
4010121305 [ S SEEA R suan Laporan Kiveria Feave vk 1 dokumen 100000000 | 1 dokunen 100000000 | 1 dokunen 100,000,000 | 1 dokamen 101000000 | 1 dokunen 102010000 | 5 dokumen 03010000 | Bagian Ovganisasi | P Sianar
b Daerah
Draerah
Sangat Sangat
s Belum | Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi T_"g ! T."g“. S
1lal IID 1 1 1. 1 a.
Rilis mee (3,50-3,60) (3,61-380) (3,81-4,00) (@01-4,20) mee neE
(4,21-4,5) @,21-45)
PBrogram Pemerinthan (P zse ntase Indikator Kirerja yang Asisten Femerirtalan
40102 dan Kesejabte raan Terealisasi pada Frogram Pemerintban | 100% 100% MITMEE  100% 12700000  100% 1282700000)  100% 1295527000  100% 1308.482270|  100% 1321567095 100 6478 276363 danKesephkraan
Rakyat dan Keass jabterasn Rakyat Rakyat
;:‘]:m“ Ko el sma 60% 85% % 754 s £0%
nyanpaisn LD yang tepatwakin | Tepatwakta | Tapatvakin Tepatwakia Tapatwakia Tapatwakia Tepatwakh Tapat wakia Tepatuakia
401.02.2.01 gd““'_‘“’”‘““ nyampaian LKP yarg tepatwakin | Tepatwakta | Tepatwaki 949374 538 Tepatvwrakia 1.270000,000 | Tepatwakia 1282700000 | Tepat vkt 1.295.527.000 | Tepatwalkda 1508452270 | Tepatvaki 132157095 | Tepatwakin £.478.276 363 | Bagian Bemerintaban
merirtahan T
’;:’“Pa““‘ Ries Ul ]| Ses e e ptaraEty Terabrakit an ity T TWepi e Tapaivrakty
ra
posrinsplblis il i 20 0% 5% 100% 100 100% 100
mdahdb angun
Feratan Adnirstasi  |Furah Dolomen Hasil Perat,
sOloza0l | s R ReARan 3 dokumen | 3 dokumen 5066589| 1 dokumen 250000000 | 1 doknren 252500000 | 1 dokuren 265025000 | 1 dokumen 25757529 | 1dokunen 260151008 | 5 dokumen 1.275.251253 | BagianFemerirtaban | P Sianar
PFenerirtahan Adriristrasi Femerintahan
filant [(veplanibinnitiel s Delebmen fasl Pingsloldsn S dokumen | 5 dokurmen F2ETII36| 4 dokumen S00000.000 | 4 doknen 505000000 | 4 dokuren 510050.000 | 4 dokumen 515150500 | 4dokunen 520302005 | 20 dokumen 2.550.502 505 | Bagian Fererintaban | B Siantar
Eewilayahan Adrivistrasi Kewlayahan
— — =
snlozaolog  |PesitesiPelalsaman | ardah Dolumen Hasil Faslitast 2 dokamen | 2 dokumen 21420813 5 dokumen SHO00000 | 5 dolnmen 525200000 | 5 doleamen 530452000 | 5 dokumen 535756500 | Sdckamen 541114085 | 25 dolumen 2652522605 | Bagian Femeristaban | B Siantar
Otonomi Daerak P laksaraan Otonomi Daezzh
Indeks Tata Kelola Pengadaan
nia 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 Setdako
Barang dan Jasa
¥ . —
Ferserdase Indikator Kiretja vang . .
40103 R e e R e e 100 LmezM4zl|  I0ms 12470000 100 l2%470000]  100% 1272054900  100% 1.284.785.347 0% 1297633200 104 5360 53 ay | &S ten Ferelioncitian
dan Panth angunan dan Panbanguan
dan Penbangunan
4.01.03.2.03 b OV R S DB R LI a5% L BE2Mazl|  85% 1247000000 | 0% 1247000 | 95% 1272064700 | 9% 1284 785347 5% 1297 633200 95% 360953247 Bagian PET
Barang danasa dan Jasa sasua dengan RUP
soumzosm [rErlhanRrneadiam | Rurdah Delnimen Hasil Perigelclaar 36 doknmen | 27 deloumen 310793272| 12 doknmen 31200000 | 12 dokuwmen 31512000 | 12 dolumen 38271200 | 12 deloamen 3214530912 | 12 dokumen 324 668451 | 60 dcloomen 1.591.513 563 Bagian FBT P Siartar
Barang danTasa Fengadaan Bararg dan Jasa
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FerngelolaanLayanan ;
Farelsh Delramen Hasil Layasan . )
4010820302 |Rresdaansecars i e Zdokumen | 3dckumen 05.714.139| 12 dekumen 480,000,000 | 12 dokamen 454,600,000 | 12 dokumen 469.246.000 | 12 dolumen 475935480 | 12 dokumen 475677845 | 60 deloamen 2346 462305 BagianFEJ P Siantar
Ek krorik
Te b maandan Advokasi| hulah Ovang yang Mengint
40105205305 |FengadaanBarangdan |Fenbimaan danfAdvokasi Ferncadaan 15 orang 194 orang 471767010 130 orang 475000000 [ 130 orang 472750000 [ 130 orang 434.547.500 | 130 crang 489 532975 15 orang 454 2RA.505 Fa0orang 24225977380 EBagian FET F Siardar
Tasa Barang danJasa
2 Meningkatnya
Kualitas
C C B B B B B B
Penyelengzara Indels KepuasanMasyarakai Setdalo
(73,36) |(73,36-76,6) (76,61-78) (78-30) (80-82) (82-84) (84-86) (84-86)
Pelayanan
Publik
Ferse ntase Indikator Kirerja yarg
B o Eorey feisbapialboo o 100 100 100% 100 100% 100% 100% 100%
gram Pemmjang . o i G i § A | i o
40101 i e e R 210351 266 307,380,000 307 360,000 307.350 000 310,433,600 313537.996 1546.051 53| Aeisten Admitistrast
Katupaten/Eota Urnm
Dacrah Kabnpaten/Kot
Capaian AKIF Perangkat Daerah iz nia @ e “ & e i
(>50-55) (=55-60) (=805 (=6570) (= 70-75) (=70-75)
Perse rtase Pevanghat Daerah yang
e il Indeks Ko asan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang bemilaib aik
401001219 |ReatsanOrganisasi 210.351 966 307 360,000 307,360,000 207.360,000 310 433.600 313.537.9% 1546051 5% | Bagian Organisasi
Fersertase kelebazaan perangkat
dae ralt yang sesaai dengan peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemndang-undangan yang berlalu
Fereeloban Farah Dedrmen Fergelolaz
40100121301 |Kekwbagaandan e 3ddumen | 2dckumen 105449 5975 3 dokummen 105450000 | 3 dolumen 105450000 | 3 doloamen 105450.000 | 3 dokumen 106.504.500 | 3decloawen 107,569,545 | 15 doloumen 530424045 | Bagian Organisasi | P Siantar
o Kelenbagaandan dnaliss Jabatin
dnalisis Tab stan
Fasilitasi Pelayaran  |hawlah Laporan Hasil Fasilitasi ) ) )
AOLILZI30 | Tote Laksare |Folayanan Pl dun Tata Laksssia 3laporan | 2laporan 105,401 991 3 laperan 101210000 | 3 laperan 101910000 | 3 peran 101910000 | 3 laporan 102529100 | 3 lporan 18558390 | 15laperan 512617491 | Bagian Organisasi | P Siavtar
K"’“ﬁﬁf““};d&“ Furelah Dioloarmen Mondoring, Evahasi
4010121304 [7E® BT den Pengendalian Knalites Delaymsan 1 dedamen 100000000 | 1 doknnen 100000000 | 1 dokamen 100000.000 | 1dckamen 100000000 | 1dekanen 12010000 | Sdckuren S13010000 | Bagian Organisasi | P Siatar
Fe layanan Fublik dan :
Riblik dan Tata Laksana
Tata Laksana
§ Meningkatnya
Kualitas Indeks KepuasanLayanan B B B B B B
Pelayanan . nfa nfa Setdalo
Seliretariat Daerah (T6,61-78) (78-80) (30-82) B2-84) (84-86) @4-86)
Sekretariat
Daerah
Peysantase Indikator Kiveria yarg
; Terealisasi pads Frogram Permjang ; :
T 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% e e
401 TTrnsam P e vintahan K:“bia“ :;'IE{ AR AR 116 946 T ATTAA 741 33716 895 248 34099 011901 34 400 19 9200 34 Tt 197 AR 1M mRaTaey | 4 “U R
Diciahlabngabid Bl o e Sk
] S - cC m B B EE EE
© AKIPPe tDaexsh i nk
apsian ranghat Daera o ey (= 55-40) (>60-65) (=657) o ) (=70-75)
Rerencanan, Pexsentase dokumen parencanian,
Pengangzaran dan pengangzaran danevahiasikines Baz. fdm
40101 201 ; e 100 100 529546974 100w 100 | 100 10000000 | 100 100000000 | 100 101 000000 100% 102010000 100% 1301000
EvahasiEmerja Sekretariat Dasrah yang dielesaikan Fenbanmnan
RerangkatDasrah tepatwakh
Fe ryrusunan Dokumen .
40010120100 |Fo rencanaan Perarglat Jurilah Dokurmen Reresc ansan Zdekumen | 11 delumen 78365821 | 6 dodomen E5000.000 | 7 dodumen 85000000 | 7 dokumen S5000.000 | & dokumen BSES000 | 7ddomen 86708500 | 33 dolmen 427,55 500 Beg ddm F. Siantar
FerangkatDaerah Fewh angnan
Dacrah
o | . .
EvabasiKi Farlah L. Evaliasi Kirerj BagianRenexitizlan
40100 20107 |CTRoanhmerR aporan hraian huena Ilaporan | 3lapoman 451181153 4 laporan 15000000 | 4 laparan 1500000 | 4laperan 15000000 | 4 hporan 15150000 | 4 lsporan 1530130 | 2laperan 73451 500 & Bag, ddm. F. Siamtar
FevangkatDaerah FerangkatDaerah
Fewh angnnan
A dwiristrasiKeusngan |Fbrsertase administrasi keuangandalam :
40101202 e 100 100 1458910091 100 147EaEM 07| 0w 14783894027 | 100% 14.78389.027 | 100% 14931 732,967 100% 15061 050297 100% 4%4465345 | Dagian Unum
FerangkatDasrah kategoribaik
4010l 2020 |FEvedisanGajidan  |handsh Ovarg yang Menerinn Gajidan | 127 ovang/ 7| 135 crang! la7aenlas| MOemngl | jagmags o | M0erang’ | y5pu0 00 o0 | M0axng | jogegage con | M0omaned | 00 0e00n (140 crengd Brakin|  14290.140505 (140 crangfbulan|  T0.357260266 | BagianUmmum | P Siastar
Tanjangan 4A3H Tanjangan & SH Bulan Eulan Bulan Eulan Bulan Bulan
Foordiasidan .
Farelsh Deloasen Koordinasi d
4010120204 |Felaksansan & ntansi thsmuz‘:: mmsgg = 16 Dokumen | 16 Dokumen 56425 902| 16 Dcdoumen 814 537.500 | 16 Dokumen 14.537.500 | 16 Diokoumen 14.5%7.900 | 16 Dokunen 522682575 | 16D clumen 30502704 | 80D clumen 409720507 |  BagianUnmum | P Siavdar
SKFD
A dwiristrasi
40101 205 e pegawaian Perangkat Rmﬁ‘* SISl Falb a0 100% 100% 45000153 1004 100000000 | 100% 100000000 | 100% 100,000,000 | 100% 101.000.000 100% 102,010,000 100% 03010000 | BagianHulum
Daersh zmule i
T Fawilah Orang yang Mengilnt A |
40101 205.10 p:;mdm U’:d 4 |sosialisasi Peraturan T randang- I00crang | 100orang 45000153 100 orang 100000000 | 150 crang 100000000 | 150 orang 100,000,000 | 150 crang 101000000 | 20 crang 1020010000 | 750orang 03010000 | BagianHulum | P Sianar
ang- Undangan
Undangan
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4.01.01.2.06

Adntristrasi Tmum

Persentaze Pelayaran admmistrasi ummm

100ns

100

TELATEITE

1000

T.REZ162.000

100

T.RE2.162.000

100%%

7.982.162.000

100ns

2061 585620

10004

14280345

plilnz

40.151.073076

Bagian U nmm

FerangkatDasrah dalam kategoribalk
E’t‘af?’“‘“ Eonporen || dah Pale tK cmporen nstalasi
40101 20600 :" tnkJs’ll?é Listrlk/Fe rerang an Bangnran Kaner 12 pakat 1 pakst 223547500| L paket 2E2S30.000 | 1paket 252550000 | 1paket L3500 | 1 paket 255375500 1 paket 288239255 | Spaket 142125755 | BagianUnmm | F Siamtar
i rezangan .
Dise diaka
Banguan Kanbr i
ReryediganPeraletan |1 )b Pale tPeralatandan : )
4010120602  |danPerlengkapan Peslenghapan Kantor yare Disedish 1 paket 1 paket 16000 530| | paket 16009000 | 1paket 160990000 | 1paket 160009000 | 1 paket 171 89209 Lpaket 173415080 | 5paket 855111970 |  BagianUmmm | B Siantar
Kauter
40001 2060 [FivediaanPeralstan - (undah Paket Feralitan Rumah 1 paket 2 paket W7.59%704|  2paket 297597000 | 2paket 297597000 | 2paket 27597000 | 2 paket 300572970 | Zpaket 303578700 | 10paket 1496942670 |  BagianUwmm | . Siantar
Farms h Tangga Tingga yang Dise diakan
10101 2nepy  |TevediznBakin Fuzelah Palke tBakan Logistik Kaxtor Spaket S paket 20701E0000| 5 paket 0TS0 [ 5 paket 2070450000 | 5 paket 2090450000 | 5 paket 2091154500 | Spaket 2112066045 | 25 paket 10414570545 |  BagianUnmm | B Siantar
Logivtil K anter ng Diise diskan
ReryediaanBarene |1 1o Fale tBarang Cetakan dan ; _
4010120605 | Cetdkandan - 1 paket 1 paket 162463135 1 paket A0 [ 1paket I3IE0000 [ 1paket WI2E00 | 1 paket 357 221 550 1 paket 401194109 | Spaket 1978252999 | BagianUmmm | P Siantar
Fengzandsan yarg Disediskan
Eenggandaan
40101 20608 Fras‘h‘as‘K““”“g““ J_l‘_‘“‘]"h Laporan Fasilitesi Kururgan lhporan | 1laporan 7950000 1 Lporan E1000.000 | 1 laporan 80000000 | 1laporan 20000000 | 1 laporan E00000 | 1laporan 81602000 | 5 laporan 402408000 | BagianUnmm F Siartar
" ama
Fempelenggaraan Rapat
40101 20608  |Kocrdinasidan fuzelah Laporan Pene lenggarasn Zhporan | 1laporan 4.5424%000| 1 Lperan 4688277000 | 1 laporan 4688 277000 | 1laporan 4858277000 | 1 Lporan 4735159770 | 1laporan 4752511368 | 5 laporan 5250215 |  BaganUnmm | F Siarar
. Rapat Encrdinasi dan Konsultasi S EPD
Honlbsi SEID
Pengadaan Bararg Milik
Daerah Pemmjang Posertass keterse disan bavang wille )
40101207 : : 100 100 2005810000 100% stzmmo | lom S10.434507 [ 100% 1253041 160 | 100 1265571572 100% 1278237287 100 537849 5% | BagiaUmum
TUrsan Femerirdah daerah sebazai sarana dan prasarana
Daerah
E’g“‘m“ I;e_“d“m" Furelah Uit Kendara an Ferorangan
4010020701 Kx‘“‘g““D_‘w e st Kendaraan Dinas Jahatan 2 Zuzit Zuzit IRA4ST | Zuni GELE2L160 | Sunit 58 E39.372 Zunit 695525765 | 13 unit 2405200804 | BagianUnmmm | P Siantar
araamn Lhmas %
Tab atant vang Disediakan
4010120705 |resdeanPeralatanda harlah Urit Reralatan dan Mesin 10 unit 120260000 | 10wmit 120260000 | 10umt 120260000 | 10 wnit 121 462,600 100t 12267723 50 umit &04919526 | BagianUnmm P Siartar
Mesin Labmya Laiya vang Disediakan
E’g“d““csa;m 4 e Uit Savaa dan Prasarara
4010120710 | STRiaTans sadung Gedurg Kamor atws BangaranLaimys | Jumit it 2003610000 20 wnit 450560000 [ 20wwmit 450960000 [ 20urit 450560000 | 20 it 455 469,600 20zt 400425 | 100 it 2HEI738% | DagianUmmm | P Santar
Eamtor atan Bangunan 3
: vang Disediakan
Laimmya
Terpediaen Jasa ) )
: Tezsertase perye dinan jasa pemijang
40101 208 ST L wwsan pemerinthan daerahdenzan 100 100 4SEESE000| 100 SO0 10 SO0ERE000 [ 100% SME039B000 | 100 50080701950 100% 513150200 100 25505408580 | BagianUnum
FereritshanDacrah ||
Tepedisen Jasa Farlah Laperan Terpedisan Tasa
4.01.01.20802 |Konunikasi Sumber Konurkasi Sunber Daya Air dan 3 laporan SFlaporan 77317000 5 laporan F773517.000 | Slaporan 77317000 | 5 lhporan F77.317.000 | 3Slaporan SE7.000.170 3 laporan 996.951.072 15laporan 4515002242 Bagian Unmm F Siamar
Days divdanlistd  |Lishik yang Disediskan
Tepedisen Jasa Farlah Laporan Perye dinan Tasa
4010120805 |PFeralatandan Feralatan danPerlengkapan Kanior vang| 1 hporan 1laporan 1256800000 1 hporan 1443500000 | 1laporan 1443600000 | 1 Lhporan 1.443.600.000 | 1laporan 1435.054.000 1 lapotan 1472.816.380 5 laporan 7261452580 Bagian Unmm F Siamar
DedlenghapanKamer  |Dissdiskan
Feryediaan Jasa Famlah Laperan Ferye dinan Jasa
4.01.01.208 |Pelayanan UrnmmEartor(Felayanan Trmm Kanbr yang 1 laporan 1laporan 27%4.791000( 1 kporan 2609481000 | 1laporan 2609 451.000 | 1 Lhporan 2.809.451.000 | 1laporan 2/35.575810 1 lapotan 2581 931.568 5 laporan 13125930578 Bagian Unmm F Siamar
Dise dikan
Temeliharaan Barang
Milik Daerah Perumarng |Fersentase ketersediaan barane milik
4.01.01.2.09 : : 100 100 11l21mo0|  0ms L7 mn | 0 L7MLTA0m | 100% LM0IMmD | 10 1717.175.740 100% 1738 347497 100 255204527 | BagianUrum
Urasan Femerintahan  |dserahssb agai savans dan prasavana
Dasrah
Feryediaan Jasa
Temeliharaan, Biaya )
Fore Hhoroam dun Pl |7ila Kendasaan Berovangan Dinas
4000120901 [0 = Rmm‘g]a . |atwu Kendarsan Dinas Jabatan yang 45 unit 439 unit F3310000| 47 unit SELFL0000 [ 49mit 951910000 [ 49wt SELA10.000 | 45 umit 951 729,100 43zt 1001 546351 4 unit 4539105451 | BagianUnmm | P Siartar
Dimes aton Eondornn |Pipelilura dan dib sysskan Pajakrrra
Diiras Jshatn
4000120005 [ormelharaanReraktan |fanlah Rerslstndan Mesin Laimya &7 unit 95 unit 118264000 95 unit 118264000 | 120umit 118264000 | 120umit 118264000 | 120umit 119 445 640 120wt I0HLIE | 120wt W4579746 | BaganUnmm P Siartar
danMesin Laimys yang Dipelibara
FemelharaanFehabilttas
4010120908 [iGdung Kastor dun | oorg Kantor dan Bangaran Tt - 10 mit AOOM 00 | 10wt A0 MONO00 | 10wt FINO00 00 | 10 it A N0 000 10zt A12 06010 10 it AOIEOAIOM | BagianUsmm | P Siartar
) Lairuyra yang Dipelitnra D ivehah itasi
EBangunan lainmya
::“(‘;"5““’_“91‘;‘@‘:; Be e e e
4010 211 EpETano LePAR | pe rasiomal kepals daerah dan wakil s 105 g7A 2031|100 gm0 w0 0w EmOTAO0 [ 1m0 EEOM M| 10 % 354740 100 244 718257 100 4165295027 | BagianTmum
B ttda ek Yepals darahbatezoribaik
B = "
PepediaanGaiidan g0 Grare yang Merering Gaji
TumjarnganKepala ’ 2 2 2 2 2 2 2 2 ; )
4010121100 dan Tanargan Kepal Dasrahdan 16070316 162514000 162,514,000 162.514.000 164139140 165,780,531 817461671 |  BagianUnmm | B Siantar
Daerahdan Waki - Orang/Bulan | Orarg/Eulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang Bulan Orang/Bulan Orang Bulan Orang/Bralan
Kepals D n WakilEepala Dasrah
pals Daera
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Peryredisan Pakaian

Drinas dan Atribut Faralah PaketPakaian Dinas dan Atribut
401012110 |KekrghapanKepals  |Kelemgkapan Kepal Daerah dan & paket & paket 115.50000| & paket 11556000 | & paket 115560000 | & paket 115560000 | & paket 116715600 | &paket 11788275 | 30paket W1IW3% | BaganUpmm | P Siarar
Daerahdan Waki Waldl Eepala Dazrah yang Disediakan
Eepals Daerah
?}]:k;"é“‘aé‘gmiml Farlah Orang rang Mergilat Mediral
soroLzlLe |DECT R SR Check UpKepala Daerah dan Waki 20rang 20rang 100000000 20 rang 100000000 | 2 Orang 10000000 | 20mng 100000000 | 2 Orang 101.000000 | 2 Orarg 102010000 | 20wang ME0I0000 | BagianUnmm | P Siartar
asrafan Kepala Draerah
Kepak Daersh
ReryedisanDana Farlah Orang yang Mere rima Dana
q0Lo1zl1y [FErUre Operasional o e Operasioal Kepala Daerah 2 2 00,0000 2 430 000,000 2 430,000,000 2 430,000,000 2 454,300,000 2 459.045000 2 2263545000 | BagianUnmm | P Siantar
SLRL g pak Daerahdan e g pa Orang/Bulan | Orarg/Fulan : OrangBulan N orangBalan A o g Bulan PO e Bulan S Orang Bulan e Orang/Blan - e :
dan Wali Kepala Daersh
Wakil Ee pala Daersh
Fasilitasi - L
nta: ita:
40100212 (Kemmabngzaan L SRR 100% 100 36346320)  100% L2 519000 [ 100% L2 519000 | 100% 1294519.00 | 100% 130764100 | 100% 13msse® [ 100 5511560022 | BagianUmm
Sl tariaiDocga | |seleetariatdasrahkategor haik
Peryediaan Eebubthan | Furlah Pake tK ebutuhan Rumeh Tangga
40001212001 |RumahTangga Kepala |Kepala 3 Paket 3 Paket W03 E00| 3 Pket 681300000 | 3 Paket 681300000 | 3 Paket 51300000 | 3 Paket 685113000 | 3 Paket 654994130 | 15 Paket 3427007170 | BagianUpmm | B Siartar
Daerah Daershyang Dissdiskan
Teryedisan Kebutthan | Razilsh Pake K shutnhan Bumah Tangza N R
4010121202 |RumahTangga Wakil | Wakil 3 Paket 3 Paket 316531 500| 3 Paket 410385000 | 3 Paket 410388000 | 3 Paket 410383000 | 3 Paket 414491580 | 3 Paket 418696799 | 15Paket 2064292679 | BagianUpmm | B Siartar
Kepak Daersh Kz pala Daerah yang Disediskan
TFeryedizan Eebubthan | Furah Paket Hebuthan Fumah
4010121208  |Rumeh Tangga Tanzza 2Paket 3 Paket 199482720 3 Paket 202531000 | 3 Paket 2251000 | 3 Paket 2851000 | 3 Paket 206552310 | 3 Paket 206507905 | 15Paket 120260215 |  BagianUpmm | B Siartar
SeloetwiatDasrsh  |Sekrstamat Dasrah yang Disediakan
Felaksanaan Prookol Fersertase fasilitasi kegiatan
40101214 |danKomurkasi ke protololan, kopmndeasi dan 100% 100% w72m 714  100% sE7am a4 | l0m4 o7 zmeTld | 100% w2074 | 1004 997112111 100% 1007 085,232 100 4565914485 | Bagian Brokopim
Binpiran dokument s EDHAWEDH
. Farilah Laporan H asil Fasiitast ) )
4010121401 |Fesitasi Kepiclolielan. [277 2 522 Slaporan | 50laporan 437.506000| 50 laporan 457506.000 | 60 laporan 457.506000 | 72 laporan 437,506,000 | 85 laporan 4:2.3%1060 | 102 laporan 457304871 | 369 laporan 2452203931 | Bagian Brokopim | B Siartar
pro n
o R |
401012140 |PeiltesiRomundact o \andah Laporan Hasil Fusilite Mlaporan | 50laporsn 100.581 574| W laporan 100581 274 | 60laporan 100,518 | T2laporsn 100581 874 | 85 laporan 1015765 | 1021aperen 102803570 | 369 laeren 59894 | Bagian Bokopim | P Siantar
Binpiran Korurikasi Finpiran
401012140 |Perdckumentisian Tugas) faslah Laporan Pendoloure rtasian laporan | 50laporan 399151 840 50 laporan 399151840 | 60 laporan 399151840 | 72laporan 9151840 | 85laporan 40314335 | 102laporan 407.174.792 | 369 laporan 200777361 | Bagian Prokopim | F. Siartar
Hinpiran Tugas Pinpinan
PBrogeam Permerintihan | Fese ntase Indikater Kire ra yang Asisten Pore rirtakan
40102 danKesejabieraan Terealisasi pada Bogram Pemerinblan | 100% 100% 910263084 1004 om:mIse|  10m4 9313851097 100% 940700060 100 9501161514  100% 9596173120| 1003 47040110108 danKesejakiraan
Rakyat danKesejahteraan Rakyat Ralkyat
Lereniae begietalz agemmuanon 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
S Eehialan |ErRsvarakatin g difasiitast N * * “ * * * *
40102 202 s e 7950139 532 7.950 250,000 029,752,500 5.110.050.025 191,150,525 2273062031 40554265081 | BagianKesra
Kesejabieraan Rakyat
PFersertase Fasilitasi Terkait Kebijakan - -
e 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4010220201 |PlilesiFenaelolaan - fJzelsh Dobumten Hasll Feslitai 2 dokuren | 6 dcoumen 1206697541 | 6 dobumen | 1306700000 | 6 dokureen 1319767000 | Gdokumen | 1332964670 | 6 dokumen 1346294317 | 6 dokuren 139.757.260 | 30 deoburmen 6665453247 |  BagianKesra | P Siartar
Fina Mental Spiriial  |Fenzelolaan Fira Mentl Spiimal
Farilah Dekaren Hasil Kebjakan,
Evahuasi, dan Capaian Kinera Te rkait
Kasejabteraan Sosial yang Melipati
FelahsansanKebjakan | oo 2 oazyang Lenp
Fualiasi, danC, Urisan3csial, Transmizrasi Eesehatan,
a0l 202 | TR R berdaman Brepuan dan 2doluren | 2dckmmen 6335901 091| 2 dolumen | A3% 00000 | 2 doluren 6419560000 | Zdokuwen | 6483755600 | 2dokumen 6518 W31% | 2dokumen 651479088 | 10 dokumen 32421987844 |  BaganKessa | P Siartar
iy ’."‘h: ol |Petindungan A nak Adwiictrasi
SAMETAANISIAL K pe ndudukan Dan Penca tatan Sipil
Fermberdayaan Masyarakat dan Desa,
Fengendalian Rerduduk dan KB
Fariah Dekaren Hasil Eebjakan,
FelaksanzanKebjakan, |Evahiasi, dan Capaian Kinerja Tekait
Evaliasi danCapaian  |Kesejahteraan Masyarakatyang
4010220208 |Kinerja terkait Meliputi Urusan Kepermdaandan 1dokunen | 2dclumen 257540 600| 2 dokunen 267550000 | 2 doluren 200425500 | 2dokuren 293320.755 | 2dokumen 206263053 | 2dokumen 29922563 | 10 dokurnen 146679399 |  BagianKesra | B Siartar
Kesejakeraan Olzhraga, Paririsats, Perdidiar,
Masyarakat Kebudayaan, Porpustakaan, Kearsipan,
Tranthum Lirmas
entase produk huknm yarng sesuai
demgan azas penhenitkan produk 1004 100% 1004 100 100% 1004 100% 100%
Fl e e 1011572184 1.000 000,000 1.010.000.000 1.020,100.000 1030301000 1040604010 5101005010 | BagianHuky
A Hulmm Fersertase paryelesaian kass hudom 75% 100% Fes 100% : : 1004 S 100% b 100 o 100% i 100% i ARt
Fersertase produk lnlum yang = o
e 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
40102 20501 E‘::E’}‘IP“‘Y“;"’“ e g‘_’ la Froduk HukumDasrah e \gos 3 gomeen | 300 dodnmen 355,993 993 300 dokumen 400000.000 | 300 dokmmen 404.000.000 | 300 dokren 403,040,000 | 500 dolree n 412.120400 | 500 dokamen 416241604 | 2500 dokumen 2040402004 | BagianHukum | B Siartar
o D aer —
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4010220302  |Fasilitasi Barban Hranu| 22000 Easus yang Mendapathan 4lams 5 asus 030272 5 ke 40000000 | 5 Reasus 404000000 | 5 keasus AOR040.000 | 5 kasus 412120400 | Skasuws 4161600 | B kv 2040402004 | BagianHubum | B Siamar
Fasilitasi Bannan Hulum
Fendolumentisian
40l a0y |FodskHukundan o hdsh roduk Huundan Rergelolaan |00y 00 | 900 dolaaren 85255919| D0dckwmen | 200000 000 | 500 dckumen 202,000,000 | 500 dokuren 204,020,000 | 500 dokureen 206060200 | 500 dokunen 208120802 | 2500 dokuren LM02001002 | BagianHukom | P Siamar
FengelolaanInformasi  |Infoemasi Hulam yang Didcolnumentasi
Hulum
4DI02208  |Fasilites Eerjasama : T i :
i Persentase Kerja Sara yang Terfasilitasi|  100% 100% 4Dez7oes|  100% Zam e | 100 M198597 | 10% 276240.53 | 1004 27 2958 100% 262 507088 1005 1384840015 | BagianFererintakan
AEYa.
40l a04n |PesiitesiKeraSama  |Falah Doloumen Hasll Fasilibsi Kevia | ) g0y | 1 dckumen 140927965 1 dedamen 261483759 | 1 dolnmen 264 095,597 | 1 dolramen %679.583 | 1dolumen 26040657 | 1dcanen 272101048 | 5dolumen 1 380965 | BagianTemevintaban | P Sianar
DalumMegeri Sama DahmMegeri
dnizzode [LrhesiBelabkaman, | JumdhLaporantasil Frahasi 1 Lperan 10000000 | 1laporan 10100000 | 1 peran 102001000 | 1 laperan 10203010 | 1 laparan 10406040 | 5 laporan 51010050 | BagianFemerintaban | P Siantar
Ketja Sarma Felaksaraan Kerja Sama
;m Peraltomomi £ s Iudikator Kinesa yar e
4010 M TRIRISHNAMEN | Taraabicasi pads Drogram Dere kemamaan | 100% 1005 LlEsomead| oo 113741000  1oms 1l4a784000|  1o0% 1160271041 100w 1171574660 1005 11835973407 100, i T D SRR
dan Pentb argunan dam Penbanguran
dan Perbangunan
S e e e 100 100 3242301 1004 34300000 100% g a4 | 100% W00 | 100 35363227 100% 3571685 100 17505281 52 | Begtan Perekomomian
e rekonomian yang kerlaksana &SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, | harlsh Dokurmen Hasil Koordinasi,
Moritoring dan Evaluasi |Sinlrontasi, Momitormz dan Evahiasi EBag. Perekonoenian & .
4010 20101 4 dola 4 Aol 22299995 4 dol 122299000 | 4 dolm 123521990 | 4 dolome 124757210 | 4 doln 12604782 | 4 dodune 127 264830 | 20 dokurme 623847512 P Siaa
Eebijaskin Fergalohan |Kebijakan FengelolanBUMD dan men " men i " chmen " " DA lamar
BUMD danBLUD BLUD
gormzony [Fresndalndan o frdah Laporen Hasil Rereendalian Shporan | 5laporan 61270877 5 lporan B1271000 | 5laporan E1E33.710 | 5 laporan £2.502.547 | 5 laporan 63127573 | 5 lpovan 63758548 | 25laporan 12543575 | Do Pershonamian & | p o0
Disteibusi Perekanormian |dan Distebusi Perehononian DA
Ferencanaan dan } ]
Fariah Dokaren Hasil Pe Bag. Perekonomian &
4010320105  |Fergaw asan Ekonoerd e A RIS | 4 dokumen | 4 dolumen 69.671 429 4 dokumen 152662000 | % doknmen 161 298620 | 4 dokumen 162871206 | 4 doknmen 164499915 | 4 dokumen 166144217 | 20 dooarmen sladEEEz | o ™% B Sianar
e dan Pengavrasan Ekonomi Mikro Kacil DA
Hnfiangn, | e R EO Y e SR 100 100% Nsimerz| 10w Jle1momn|  loms azoesran | 100% Rsswmare | 10w 28 49413 100% 2137507 100% 1.e28120 577 | Dag Perekononian &
Sumber Daya dlam  |daya alamyarg krlaksara DA
it S i, |21 Deleszmen Hasil Kaordinasi
s, SRUIASL, | lyonis asi, dan Evahiasi Kshijakan : y
dan Evahiasi Kebijakan Bagian Pe rekonomian | _ .
40103 20402 Urusan Pertarbangan danSumber Daya | 4 dokumen | 4 dokumen 319.177672| 4 dokuren 31917000 | 4 doknmen 322369750 | 4 dokumen 325503478 | 4 dolumen 37349413 | 4dckuren 352137907 | 20 dokumen 1628128577 P Siardar
e rtambangan dan ; : ; &SDA
Li Hidn Mineral, Linghunzan Hidnp, Koninfo,
inglurgan Hifup B shuhungan, S atistk, Persandian
Tersertase S KD yarg memyampaikan
Elakoaen Laporan momitring evahiasi (Mone ) 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 S
40103202 |Advdristrasi tepatwaliy 9258711 475000 000 479750000 484,547,500 459392975 454 226,905 2422977350 E::' e
P S ih e e hroan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1005
progres kegiatan fisik tepatwakin
I Fare h d ke basil fasilitast o A
4010320zm | AR TRIMMIAR ) isunan program pe mbargunan Zdolumen | 2doloumen 107456 962 2 dolumen 20000000 | 2 dolmmen 50500000 | 2 dodnmmen 91309.000 | 2 dokamen 52727090 | 2ddemen 35654361 | 10 dodomen 453050451 - P Siarar
gram Perhargunan Ferbanguran
daerah
Pergendalian dan 7urmlah laporan hasil perge ndahan dan Bag. &dm .
4010320202  |EvakiasiProgram : 12laporan | 12laporan 110.505939| 12 laporan 110000000 | 121aperan 111.100000 | 12laperan 112211000 | 12laperan 113383110 | 12 hporan 114466441 | &0laporan 561110551 P Siardar
evahiasi program pexb angaran Ferbanguran
Ferth angunan
i"g;:l"aha“]s"am” 7urmla b laporan hasil pengs lolaan Bee himn
40102020 |nTeeponn evzhiasidan pelaporan pelaksaman 16laporan | 16laporan 274.583510| 16 laporan 275000000 | 16 laporan 277750000 | 16 laporan 280527.500 | 16 laporan 263332775 | 16 hporan 266186108 | 20 laporan 14027637 o P Siardar
Felaksanaan pent Fenbanmnan
e b anguman g
JUMLAH 46.65T.674791 46.797.594.500 412655045 £1.738.226.150 48.215.608.411 4R69T T4 495 238714764000
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang
dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan

setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya.
Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan
adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan
dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan

capaian.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun
2022-2027 pada dasarnya mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun
2022-2027. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota
Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan
kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja
RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pematang Siantar,
Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD

Tahun 2022-2027 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :
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Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kondisi Kinerja pada awal .
periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun : KOPdlsl
Kinerja pada
Realisasi Target Thn. 1 Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5 akhir periode
2021 2022 (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1 Indeks Reformasi C C C cC B B B B
" | Birokrasi (42,39) (>42,39-45) (>45-50) (>50-60) (>60-65) (>65-67) (>67-70) (>67-70)
5 Predikat/Skor AKIP C C cC cC B B BB BB
" | tingkat Kota (40,57) (>40,57-50) (>50-55) (>55-60) (>60-65) (>65-70) (>70-75) (>70-75)
- o . . Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | Sangat Tinggi
3. | Nilai LPPD Belum Rilis Tinggl (3,50-3,60) | (3,61-3,80) | (3,81-4,00) | (4,01-4,20) | (4,21-4,5) (4,21-4,5)
Indeks Tata Kelola
4 Pengadaan Barang n/a 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00
" | dan Jasa
5. | Indeks Kepuasan C C B B B B B B
Masyarakat (73,36) (73,36-76,6) (76,61-78) (78-80) (80-82) (82-84) (84-86) (84-86)
Indeks Kepuasan
6. | Layanan Sikretariat n/a n/a B B B B B B
(76,61-78) (78-80) (80-82) (82-84) (84-806) (84-86)

Daerah
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Pada tabel T-C.28 disampaikan bahwa indikator nomor 1 adalah indikator
kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar yang secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Darah Kota Pematang
Siantar dalam lima tahun mendatang yang mencerminkan dukungan Sekretariat
Daerah dalam pencapaian target RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-
2027 yaitu visi dan misi 3 RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027,
“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive,
melayani dengan prinsip good governance dan corporate governance”. Sedangkan
indikator nomor 2 sampai dengan indikator nomor 7 adalah indikator kinerja
sasaran Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar yang mendukung pencapaian
target indikator sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yaitu
indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Nilai Sistim

Akuntabilitas Publik (SAKIP).
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota
Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027, yang merupakan rangkaian rencana
tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar ini, memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program-program strategis yang merupakan
rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan
dalam pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.

Selain daripada itu, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan bagi segenap unsur aparatur Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar guna mewujudkan keserasian pembangunan,
pertumbuhan, dan kemajuan Kota Pematang Siantar. Dalam pelaksanaannya,
Renstra dijabarkan kembali ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang
memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
anggaran di Sekretariat Daerah. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan
tersebut diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan
melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tidak terlepas dari adanya
dukungan dan komitmen pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah terhadap
eksistensi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.
Kemudian daripada itu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang tertuang di
dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah, maka diperlukan pemantauan dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kota Pematang Siantar, hal ini dimaksudkan
untuk menjamin agar setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut.

Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra ini juga sangat ditentukan oleh
kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmonis
di seluruh tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai
fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan
dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat
dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

kegiatan pembangunan. Akhirnya sinergitas dan komitmen bersama akan
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menjadi penentu atas keberhasilan pencapaian terget kinerja Renstra Sekretariat
Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

a.n. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
SEKRETARIS DAERAH,

QU

BUDI UTARI, AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19750501 199412 1 001
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Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar tentang Tim
Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang

Siantar Tahun 2022-2027.

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN MERDEKA NOMOR 6 TELEPON (0622) 27919
PEMATANGSIANTAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 860- 238 /SEkDA- TARUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Menimbang

Mengingat

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022-2027

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

a.

1.

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan
“Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan
Renja Perangkat Daerah”;

.bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027,
maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun
2022-2027;

. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar tentang
pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan
KESATU

10.

L1

12,

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 30 Darurat Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota;

. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;

. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun

2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angggaran 2022;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali
Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 37 Tahun 2021
tentang | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, dengan
susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

| 2
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini
mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar
Tahun 2022-2027 sampai selesai.

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar ini berlaku
surut sejak tanggal 04 Januari 2022 dan berakhir dengan
sendirinya setelah Tim selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 25 Mavet 2022~

e ———
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Masing-masing Anggota Tim;

4. Pertinggal.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

I. Penanggung Jawab :
2. Ketua

3. Wakil Ketua I
4, Wakil Ketua II
5. Sekretaris

6. Wakil Sekretaris

7. Anggota

Q00- 298 /SEcDA- TARU N 2022

. 25 Maret 2022
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022-2027

Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar.

a.

b.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pematangsiantar;

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Pematangsiantar;

.Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;

. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar;

. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Pematangsiantar;

-Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

. Fathul Rahmah Siregar, ST, M.Si (Analis Kebijakan

Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar);

. Ferawati Paulina Sagala, S. Sos (Analis Kebijakan

Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar);

. Syukri Hamdani, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda

pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pematangsiantar);

.Nova Nelly, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda pada

Bagian ~ Hukum  Sekretariat Daerah  Kota
Pematangsiantar;

. Linda Sinaga, SS (Analis Kebijakan Ahli Muda pada

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar);
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8. Staf Administrasi

. Viki Zuliansyah, SAB, MM (Pengelolaan Pengadaan

Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar);

. Asrani Turnip, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda pada

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar);

. Yoginasari Tamba, S.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar);

Yazal Amrin Tanjung, S. IP (Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar).

3 (tiga) Orang Pelaksana pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Pematangsiantar.
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Lampiran 2

Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027
Tujuan/Sasaran Indikator Rumus Ket.
Tujuan/Sasaran
(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya Indeks Reformasi | Penilaian Permenpan RB
Peningkatan Birokrasi Kemenpan RB No. 26 Tahun
Dukungan Sekretariat 2020
Daerah Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Yang Baik
Meningkatnya Predikat/Skor AKIP | Penilaian Permenpan RB
Akuntabilitas = Kinerja | Tingkat Kota Kemenpan RB No. 88 Tahun

Perangkat Daerah

2021

Nilai LPPD

Penilaian
Daerah Provinsi

Tim

Permendagri No.
18 Tahun 2020

Indeks tata kelola

Penilaian Lembaga

Surat Edaran

pengadaan barang | Kebijakan Kepala LKPP RI
dan jasa Pengadaan Nomor 4 Tahun
Barang/Jasa 2021 tentang
Pemerintah Penjelasan
Republik Indonesia | Indeks Tata
(LKPP-RI) Kelola
Pengadaan
Minimal Baik
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan | Hasil survei | Permenpan RB
Penyelenggara Masyarakat pengukuran IKM | No. 14 Tahun
Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 2017
Penyelenggara
Pelayanan Publik
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan | Penilaian  Bagian | Permenpan RB
Pelayanan Sekretariat | Layanan Organisasi No. 14 Tahun
Daerah Sekretariat Daerah 2017
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Lampiran 3

Rumus Indikator Program dan Kegiatan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Program/Kegiatan Indikator Rumus Ket.
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4)

Program penunjang | Persentase Jumlah persentase

urusan indikator  kinerja | indikator kinerja yang

pemerintahan yang terealisasi | terealisasi pada program

daerah pada program | penunjang urusan

kabupaten/kota penunjang urusan | pemerintahan daerah

pemerintahan kabupaten/kota dibagi
daerah jumlah kegiatan pada
kabupaten/kota program penunjang
urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota
Capaian AKIP | Penilaian Inspektorat Permenpan RB No. 88
Perangkat Daerah Tahun 2021

1. Perencanaan, Persentase Jumlah realisasi
Penganggaran, dokumen dokumen perencanaan
dan Evaluasi | perencanaan, penganggaran dan
Kinerja penganggaran, dan | evaluasi kinerja Setdako
Perangkat evaluasi kinerja | Pematang Siantar yang
Daerah Sekretariat Daerah | tepat  waktu  dibagi

yang diselesaikan | dokumen perencanaan,
tepat waktu penganggaran dan
evaluasi kinerja Setdako
Pematang Siantar yang
ditargetkan dikali 100 %

2. Administrasi Persentase Jumlah administrasi | Yang termasuk
Keuangan administrasi keuangan yang tepat | administrasi
Perangkat keuangan  dalam | waktu dibagi jumlah | keuangan adalah :
Daerah kategori baik administrasi keuangan | 1. Pembayaran gaji

yang dilaksanakan dikali
100%

2. Laporan realisasi
anggaran

3. Laporan keuangan

SOP & SPM
Keuangan

3. Administrasi Persentase orang | Jumlah orang yang
Kepegawaian yang mendapat | mendapatkan
Perangkat pemahaman pemahaman hukum
Daerah hukum dibagi jumlah orang

yang mengikuti
sosialisasi dikali 100 %

4. Administrasi Persentase Jumlah administrasi | Yang termasuk
Umum Perangkat | Pelayanan umum yang telah | administrasi umum
Daerah administrasi dilaksanakan dibagi | adalah :

umum dalam | jumlah administrasi | 1. Tersedianya paket

kategori baik umum yang seharusnya komponen instalasi
dilaksanakan dikali listrik /penerangan
100% bangunan kantor.

2. Tersedianya

peralatan dan
perlengkapan
kantor kondisi
baik.

3. Tersedianya paket
peralatan  rumah
tangga kondisi
baik.

4. Tersedianya
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bahan logistik.
5. Tersedianya bahan

cetakan dan
penggandaan.

6. Tersedianya papan
bunga dan
goodybag.

7. Tersedianya jumlah
penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
SKPD orang
perhari.

5. Pengadaan Persentase Jumlah barang yang
Barang Milik | ketersediaan tersedia dibagi rencana
Daerah barang milik | kebutuhan barang milik
Penunjang daerah sebagai | daerah (RKBMD) dikali
Urusan sarana dan | 100%
Pemerintah prasarana
Daerah
6. Penyediaan Jasa | Persentase Jumlah pembayaran gaji
Penunjang penyediaan jasa | THL, Pembayaran Air,
Urusan penunjang urusan | Listrik, Telepon dan
Pemerintahan pemerintahan Belanja Sewa dibagi
Daerah daerah dengan | Jumlah Kebutuhan Jasa
lancar Penunjang Urusan
Pemerintahan dikali
100%
7. Pemeliharaan Persentase Jumlah barang yang
Barang Milik | ketersediaan tersedia dibagi rencana
Daerah barang milik | kebutuhan barang milik
Penunjang daerah sebagai | daerah (RKBMD) dikali
Urusan sarana dan | 100%
Pemerintahan prasarana
Daerah
8. Administrasi Persentase Jumlah administrasi | Yang termasuk
Keuangan dan | administrasi keuangan KDH/WKDH | administrasi
Operasional keuangan dan | yang tepat waktu dibagi | keuangan
Kepala  Daerah | operasional kepala | jumlah administrasi | KDH/WKDH adaklah:

dan Wakil Kepala
Daerah

daerah dan wakil
kepala daerah
kategori baik

keuangan KDH/ WKDH
yang dilaksanakan dikali
100%.

1. Pembayaran Gaji
KDH &WKDH tepat
waktu.

2. Terbayarnya Biaya
Penunjang
Operasional
tepat waktu.

3. Tersedianya
pakaian dinas KDH

(BPO)

dan WKDH.
9. Fasilitasi Persentase Jumlah kebutuhan
Kerumahtanggaa | fasilitasi rumah tangga yang
n Sekretariat | kerumahtanggaan | tersedia dibagi jumlah
Daerah sekretariat daerah | rencana kebutuhan
kategori baik rumah tangga dikali
100%

10. Penataan Persentase Jumlah perangkat
Organisasi Perangkat Daerah | daerah yang memiliki
yang memiliki | indeks kepuasan

Indeks Kepuasan | masyarakat bernilai

masyarakat yang | baik dibagi dengan

bernilai baik jumlah perangkat
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daerah dikali 100%

Nilai komponen | Penilaian Kemenpan RB | Permenpan RB No. 88
pelaporan kinerja Tahun 2021
pada penilaian

SAKIP

Persentase Jumlah kelembagaan
kelembagaan perangkat daerah yang

perangkat daerah | sesuai peraturan

yang sesuai | perundang-undangan

dengan peraturan | yang Dberlaku dibagi

perundang- jumlah perangkat

undangan yang | daerah dikali 100%

berlaku

Persentase Jumlah perangkat
penyampaian daerah yang

laporan kinerja menyampaikan laporan

perangkat daerah | kinerja tepat waktu

tepat waktu

dibagi jumlah perangkat
daerah dikali 100%

11. Pelaksanaan Persentase Jumlah realisasi laporan
Protokol dan | fasilitasi kegiatan | keprotokolan,
Komunikasi keprotokolan, komunikasi dan
Pimpinan komunikasi dan | dokumentasi

dokumentasi KDH/WKDH dibagi

KDH/WKDH target laporan
keprotokolan,
komunikasi dan
dokumentasi
KDH/WKDH dikali
100%

Program Persentase Jumlah persentase

pemerintahan dan | indikator kinerja | indikator kinerja yang

kesejahteraan yang terealisasi | terealisasi pada
rakyat pada program | program pemerintahan
pemerintahan dan | dan kesejahteraan
kesejahteraan rakyat dibagi jumlah
rakyat kegiatan pada program
pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat

Administrasi  Tata | Persentase Jumlah kelurahan

Pemerintahan Kelurahan beradministrasi baik

Beradministrasi dibagi jumlah kelurahan
Baik se-Kota Pematang

Siantar dikali 100%

Penyampaian LPPD
yang tepat waktu

Waktu penyampaian
LPPD ke Pemerintah
Provinsi paling lama

tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir

Penyampaian LKPJ
yang tepat waktu

Waktu penyampaian
LKPJ dalam  sidang
paripurna paling lama
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tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir

Penyampaian
laporan SPM yang
tepat waktu

Waktu penyampaian
laporan SPM ke
Pemerintah atasan

paling lama tiga bulan
setelah tahun anggaran
berakhir

Persentase pilar
batas wilayah yang
sudah dibangun

Jumlah  pilar batas
wilayah yang sudah di
bangun dibagi jumlah
pilar batas wilayah yang
sudah ditetapkan dikali
100%

Pelaksanaan Persentase Jumlah realisasi
Kebijakan kegiatan kegiatan keagamaan dan
Kesejahteraan keagamaan dan | kemasyarakatan  yang
Rakyat kemasyarakatan difasilitasi dibagi jumlah
yang difasilitasi fasilitasi kegiatan
keagamaan dan
kemasyarakatan  yang
ditargetkan dikali 100%
Persentase Jumlah realisasi | Jumlah kebijakan
Fasilitasi  Terkait | fasilitasi terkait | kesejahteraan rakyat
Kebijakan kebijakan kesejahteraan | yang ditargetkan
Kesejahteraan rakyat yang terlaksana | dalam setahun
Rakyat yang | dibagi target fasilitasi | sebanyak 1 kebijakan
terlaksana terkait kebijakan
kesejahteraan rakyat
dikali 100%
Fasilitasi dan | Persentase produk | Jumlah produk hukum

Koordinasi Hukum

hukum yang
sesuai dengan azas

yang dieksaminasi dan
dievaluasi dibagi jumlah

pembentukan produk hukum daerah
produk hukum | yang diterbitkan dalam
yang baik setahun dikali 100%

Persentase jumlah  kasus yang
penyelesaian kasus | selesai dibagi dengan
hukum kasus yang ditangani

dalam satu tahun dikali
100 %

Persentase produk
hukum yang
didokumentasikan

jumlah produk hukum
yang didokumentasikan
dibagi jumlah produk
hukum yang diterbitkan

dalam 1 tahun dikali
100%
Fasilitasi Kerjasama | Persentase  Kerja | Jumlah kerjasama yang
Daerah Sama yang | terfasilitasi dibagi
terfasilitasi jumlah permohonan
rencana kerjasama
dikali 100%
Program Persentase Jumlah persentase
perekonomian dan | indikator  kinerja | indikator kinerja yang
pembangunan yang terealisasi | terealisasi pada Program
pada program | perekonomian dan
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perekonomian dan

pembangunan dibagi

pembangunan jumlah kegiatan pada
Program perekonomian
dan pembangunan
Pelaksanaan Persentase Jumlah realisasi | Jumlah kebijakan
Kebijakan kebijakan kebijakan perekonomian | perekonomian  yang
Perekonomian perekonomian yang terealisasi dibagi | ditargetkan dalam
yang terlaksana dengan jumlah | setahun sebanyak 3
kebijakan perekonomian | kebijakan
yang ditargetkan dikali
100%
Pemantauan Persentase Jumlah realisasi | Jumlah kebijakan
Kebijakan Sumber | kegiatan kebijakan | kebijakan sumber daya | sumber daya alam
Daya Alam sumber daya alam | alam yang terealisasi | yang ditargetkan
yang terlaksana dibagi dengan jumlah | dalam setahun
kebijakan sumber daya | sebanyak 2 kebijakan
alam yang ditargetkan
dikali 100%
Pelaksanaan Persentase = SKPD | Jumlah SKPD yang
Administrasi yang menyampaikan laporan
Pembangunan menyampaikan Monitoring evaluasi
Laporan (Monev) tepat waktu
monitoring dibagi Jumlah SKPD
evaluasi  (Monev) |yang ada di Kota
tepat waktu Pematang Siantar dikali
100%
Persentase @ SKPD | Jumlah SKPD yang
yang melaporkan | melaporkan kegiatan
progres  kegiatan | fisiknya tepat waktu
fisik tepat waktu dibagi Jumlah SKPD
penyelenggara kegiatan
fisik dikali 100%
Pengelolaan Persentase Jumlah realisasi
Pengadaan Barang | Realisasi pengadaan barang dan

dan Jasa

Pengadaan Barang
dan Jasa sesuai
dengan RUP

jasa dibagi jumlah nilai
RUP pada SIRUP dikali
100%
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BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan september tahun dua ribu dua puluh

dua, Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematang

Siantar Nomor : 800/278/V/Sekda-Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang

Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
Tahun 2022-2027 menyatakan sebagai berikut :

1.

Tim telah melakukan tugas mengumpulkan data Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dari seluruh
Unit Kerja Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
dan Tim telah melakukan pengolahan dan menyusunnya menjadi Draft
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-
2027.

Tim telah melakukan pemeriksaan atas Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 pada tanggal 12 September 2022.
Draft Rencana Strategis tersebut selanjutnya akan dilaporan kepada
Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar untuk mendapatkan persetujuan
dan tandatangan.

Laporan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun
2022-2027 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Kota Pematang Siantar selanjutnya akan dicetak/digandakan untuk
seterusnya disampaikan kepada Bappeda Kota Pematang Siantar.

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya

Pematang Siantar, tanggal tersebut di atas

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG
SIANTAR TAHUN 2022-2027

1. PENANGGUNGJAWAB 2. KETUA
SEKRETAIEIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
1 Z
Al =
BUDI UTARI, AP ZAINAL SIAHAAN, SE. MM
3. WAKIL KETUA I 4, WAKIL KETUA IT
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN ASISTEN ADMIN]JSTRASI UMUM,

RAKYAT,

RASI

§G, S. STP, M. Si

Drs. PAKDAMEAN SILAEN,I%)//

7. WAKIL SEKRETARIS,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

%

101



9. WAKIL SEKRETARIS,
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA,

r_'_'_--—-
SANT(Q SIMANJUNTAK, SH

10. WAKIL SEKRETARIS,
KEPALA BAGIAN UMUM,

ARRI SUASWANDHY SEMBIRING, $. STP, M. Si

11. WA EKRETARIS 12. WAKIL SHKRETA
KEPALA BAG MERINTAHAN, KEPALA BAGIA| NISASI,
€ @
AR

ROBERT SITANGGANG, S. STP

FARHAN ZAMZAMY, SH

13. WAKIL SEKRETARIS
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,

SUHERMAN, S. Sos,|

14. ANGGOTA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA

BAGIAN ADMI IKWANGUNAN.

FATHUL RAHMAH\SIREGAR, ST, M. Si

15. ANGGOTA

16. ANGGOTA
ANALIS KEBIJAKANAHLI MUDA PADA BAGIAN

SYUKRI HAMDANI, SH

17. ANGGOTA 18. ANGGOTA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN { ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN
HUKUM, PEREKONOMIAN DAN SDA,

P

LINDA SINAGA, SS

NOVA NELLY, SH

ANGGOTA
PENGELOLA BARANG DAN JASA PADA BAGIAN
G DAN JASA,

20. ANGGOTA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN
UMUM,

VIKI Z YAH, SAB, MM ASRANI TURNIP, SE
1. AB(GGOTA 22. ANGGOTA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN:  ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN
ORGANISASI, PROTOKOL DANKOMUNIKASI PIMPINAN,

YOGRASARI TAMBA, S. Si

YAZAL AMRIN TANJUNG, S. IP
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